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 RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL  

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PHPL PADA IUPHHK-HA PT PANAMBANGAN 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN 
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 
d. Telepon 

Email 
: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  
e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 
: Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 
Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 
- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya 

Rev. L 01/04/2017 
g. Tim Audit : 1. Ir Wasis Kuncoro (Lead Auditor Disupervisi merangkap Auditor 

bid. Sosial); 
2. Ir Indra Komara (Lead Auditor Supervisor merangkap Auditor 

bid. Produksi); 
3. Ir Marthen Edy (Auditor bid. Ekologi); 
4. Ir Suhardi (Auditor bid. Prasyarat); dan 
5. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor VLK Hutan). 

h. Tim Pengambil 
Keputusan 

: 1. Ir Kurnia; dan 
2. Ir Rudy Setyawan. 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Panambangan 
b. Alamat Kantor  : Jl Kapten P. Tendean No. 39 RT. 002 RW. 003 Kel. Kuningan Barat 

Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 
c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam 
d. SK IUPHHK-HA : No. SK.411/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 
e. Luas Areal IUPHHK-HA : 43.240 Hektar  
f. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 
g. Email : panambanganpt@gmail.com  
h. Pengurus Perusahaan :  Komisaris Utama    :  H. Harijadi Budisantoso Sukamdani 

 Wakil Komisaris Utama  :  Retno Rosati Hoediono Kadarisman   
 Komisaris    : Hermawan Budi T. 
 Direktur Utama : Ratri W. Sryantoro 
 Direktur : Nunuk Wisnuardi 

Direktur : Sugiri 
i. Management 

Representatif 
: Nunuk Wisnuardi 

 

 

mailto:trustindoprimakarya@gmail.com
mailto:panambanganpt@gmail.com
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL 

 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sebelum ke 

lapangan 

Samarinda, 

2 Mei 2018 

Dilakukan kepada : 

- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. Eko Bahariwanto jabatan Kasie 

PEPHP. 

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Bpk. Momo Duratmo 

jabatan Kasie Rencana dan Tata Hutan. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

Konsultasi Publik Samarinda, 

 2 Mei 2018 

Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 
2018 bertempat di Hotel Grand Kartika - 
Samarinda. 
Dibuatkan BAP Konsultasi Publik dan Daftar 
Hadir. 

Perjalanan Kedatangan 3 Mei 2018 Samarinda - Base Camp PT. Panambangan 
di  Karangan, Kab. Kutai Timur 

 

 

 

 

Pertemuan Pembukaan 

 

 

 

 

Kantor Base Camp  

PT. Panambangan 

di  Karangan  

4 Mei 2018 

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :  

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.  

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : 

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit 

dan  standar acuan penilaian yang 

digunakan. 

c. Menyampaikan kesanggupan 

menandatangani pernyataan menjaga 

kerahasiaan data / dokumen auditee. 

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat 

penunjukkan Manajemen Representatif. 

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan 
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

Areal IUPHHK-HA 
PT Panambangan 

4 – 7 Mei 2018 

 

 

 

Melakukan pengumpulan data melalui 
tinjauan dokumen, wawancara dan 
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap 
data, dokumen dan kinerja PHPL pada 5 
(lima) tahun terakhir serta menganalisa 
kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : 

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK 
Hutan.  
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Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Perjalanan Kepulangan 7 Mei 2018 Base Camp PT Panambangan - Samarinda 

Pertemuan Penutupan Base Camp PT. 

Panambangan di  

Karangan  

8 Mei 2018 

Penyampaian dan permintaan konfirmasi 
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan 
audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan 
temuan ketidaksesuaian.  
 
Terhadap temuan ketidaksesuaian 
diterbitkan LKS. 
 
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan 
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 

 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sesudah dari 

lapangan 

 

Samarinda, 

9 Mei 2018 

Dilakukan kepada : 

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Bpk. H. Anwar Saleh 

jabatan Kabid Perencanaan dan 

Pemanfaatan Hutan Provinsi Kalimantan 

Timur. 

- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. Teguh Handoko jabatan KSBTU. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

Pengambilan Keputusan 

Sertifikasi Awal 

Samarinda, 

26 Mei 2018 

a. PT Panambangan dinilai LULUS dengan 
Nilai Akhir Kinerja PHPL = 77,27 % tanpa 
verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan 
Memenuhi standar VLK. 

 
b. Kepada PT Panambangan dapat 

diberikan / diterbitkan Sertifikat 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari             
(S-PHPL) dengan predikat SEDANG     
dan untuk masa berlaku selama 5 (lima) 
tahun. 
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4. RESUME HASIL  AUDIT  SERTIFIKASI AWAL 

A. KRITERIA PRASYARAT 

1. Indikator No. 1.1  : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen legal 

dan administrasi tata batas (PP, 

SK IUPHHK-HA, BukuTBT, Peta 

TBT) 

 

CD BAIK 

 

PT Panambangan memiliki dokumen 
legalitas perusahaan yang terdiri dari 
legalitas badan hukum perusahaan, SK 
IUPHHK-HA No. SK.411/Menhut-II/2004 
tanggal 18Oktober 2004 tentang 
Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT 
Panambangan atas Areal Hutan Produksi 
Seluas ± 43.240 Hektar yang terletak di 
Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan 
Timur.  

Dokumen legalitas perusahaan dan 
operasional pengelolaan hutan yang lengkap 
dan sah. 

Untuk dokumen TBT, walaupun realisasi di 
lapangan belum temu gelang namun 
keberadaan dokumen BATB lengkap dan 
tersedia di lapangan sesuai dengan tingkat 
realisasinya. 

PT Panambangan telah menunjuk pihak 
ketiga dan telah melakukan pengeluaran 
biaya untuk penyusunan pedoman TBT atas 
batas yang belum direalisasikan. 

1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB) 

D SEDANG 

 

Realisasi penataan batas areal kerja PT. 
Panambangan belum temu gelang dengan 
tingkat realisasi sbb : 

 

PT Panambangan telah dan terus berupaya 
untuk mencapai legitimasi penataan batas 
temu gelang dengan merealisasikan sisa tata 
batas yang belum dilaksanakan yaitu dengan 
menyusun draft buku pedoman tata batas 
yang saat ini sudah disusun dan diupayakan 
pengesahannya pada Direktorat Jenderal 
Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Rencana  Realisasi   

A Batas Sendiri

1 Hutan Lindung S. Lembok-Hulu S Keraitan 12.00         12.00        BATB tgl 06 Januari 2003

2 Hutan Lindung Gn. Gergaji 12.37         12.37        BATB tgl 27 November 2003

3 Batas Sendiri 9.47           -            Terdapat pada Pedoman TBT

B Batas Persekutuan

1 IUPHHK-HA PT Segara Indochim 16.40         16.40        Laporan TBT No 124/1977

2 IUPHHK-HTI PT Kelawit Wana Lestari 15.31         -            Terdapat pada Pedoman TBT

3 IUPHHK-HTI PT Multi Kusuma Cemerlang 15.49         15.49        TBT No Lap/39/BPKH IV-2/2014

4 IUPHHK-HTI PT Cahaya Mitra Wiratama 5.18           -            Terdapat pada Pedoman TBT

4 IUPHHK-HA PT Kiani Lestari 10.00         10.00        Laporan TBT No 52/1975

Total 96.21         66.26        

No No Buku TBT Keterangan
Panjang (KM)
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NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Indonesia. 

Selanjutnya PT Panambangan telah 
menunjuk konsultan dan menandatangani 
Kontrak kerjasama dan melakukan 
pembayaran untuk pembuatan rencana 
penataan batas/ pedoman tata batas areal 
kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan 
kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) PT 
Panambangan di Kabupaten Kutai Timur 
Provinsi Kalimantan Timur antara PT 
Panambangan dengan PT Levindo Citra 
Buana 

1.1.3. 

Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK 

kawasan hutan (BATB) 

CD SEDANG 

 

Tidak terdapat konflik batas dengan 
masyarakat di sekitar IUPHHK PT 
Panambangan dan batas persekutuan 
dengan IUPHHK-HA/HTI yang bersebelahan 
dijaga dan dilakukan perawatan  dibuktikan 
dengan adanya BAP pemeliharaan batas 
areal IUPHHK tanggal 9 November 2016 
pada areal yang berbatasan dengan PT Kiani 
Lestari dan BAP pemeliharaan batas areal 
IUPHHK tanggal 20 September 2016 batas 
dengan hutan lindung Gunung Gergaji. 

Pada batas areal yang sudah dilaksanakan 
penataannya di lapangan telah dibuatkan 
Berita Acara TBT yang telah ditanda-
tanganinya BATB yang menandakan bahwa  
terdapat pengakuan baik dari Pemerintah 
Pusat dan Daerah, Instansi terkait, 
Perusahaan pemegang areal yang 
berbatasan dan lainnya. 

Terkait dengan pengakuan dari masyarakat, 
pada BAP TBT keberadaan PT. 
Panambangan telah memperoleh pengakuan 
dari masyarakat Desa Tembangan Lembal, 
dan Pihak Kecamatan Bengalon yang ikut 
menandatangani BAP Tata Batas. Hasil tanya 
jawab pada konsultasi publik masyarakat 
menyatakan bahwa selama ini tidak pernah 
terjadi konflik batas dengan PT 
Panambangan. 

1.1.4. 

Tindakanpemegang izin 

dalamhal terdapatperubahan 

fungsikawasan. 

Apabilatidakada 

perubahanfungsi 

makaverifierini menjadiNot 

Aplicable. 

CD N/A 

 

Berdasarkan hasil telaah dokumen SK 
IUPHHK-HA Nomor : SK.411/Menhut-II/2004 
tanggal 18 Oktober 2004, dokumen 
RKUPHHK-HA, dan dokumen Hasil 
Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit serta 
wawancara dengan pihak PT Panambangan 
diketahui bahwa tidak terdapat perubahan 
fungsi kawasan hutan di areal kerja PT 
Panambangan seluas 43.240 Ha yaitu Hutan 
Lindung (HL) 508 Ha, Hutan Produksi 
Terbatas (HPT) 29.043 Ha dan Hutan Produksi 
(HP) 13.689 Ha. 
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NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.5. 

Penggunaan kawasandiluar 

sektorkehutanan 

(Apabilatidakada penggunaan 

kawasandiluar 

sektorKehutanan makave-

rifierini menjadiNot Aplicable). 

CD N/A 

 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen dan 
wawancara dengan MR auditee Bp Nunuk 
Wisnuardi diketahui bahwa pada lokasi PT 
Panambangan tidak terdapat areal atau lokasi 
penggunaan lain di luar kegiatan IUPHHK-HA. 

Hasil wawancara dengan bagian sosial PT 
Panambangan M. Aini Effendi menjelaskan 
bahwa sampai saat ini tidak terdapat kegiatan 
okupasi lahan maupun perladangan dari 
masyarakat di sekitar IUPHHK-HA PT 
Panambangan yang berada di dalam areal. 

Hasil observasi di lapangan tidak ditemukan 
adanya penggunaan lain atas areal IUPHHK-
HA PT Panambangan di luar kegiatan 
IUPHHK-HA. 

Kesimpulan Indikator 1.1.   10/12 = 83,33% (BAIK) 

2. Indikator No. 1.2  : Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, misi 

dan tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan PHL 

D BAIK Berdasarkan hasil verifikasi dokumen 
diketahui bahwa PT Panambangan memiliki 
Visi dan Misi Perusahaan yang telah 
ditetapkan oleh Direktur Utama PT 
Panambangan Nomor 02/I/Adm/12c/2018 
tanggal 22 Januari 2018. Dokumen Visi dan 
Misi Perusahaan sebelumnya mengacu 
kepada dokumen visi dan misi sesuai dengan 
dokumen yang tercantum dalam RKUPHHK-
HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 
2022 PT Panambangan yang telah disetujui 
oleh  Menteri Kehutanan dengan nomor 
persetujuan No. SK. 93/BUHA-2/2012 tanggal 
21 Desember 2012.  

Dokumen Visi dan Misi PT Panambangan 
telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan 
hutan lestari (PHL) dengan kerangka 
kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, 
dan fungsi sosial. 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan 
perusahaan 

D SEDANG PT Panambangan telah melakukan sosialisasi 
atas visi dan misi perusahaan kepada 
masyarakat Desa Tepian Langsat bersamaan 
dengan pelaksanaan sosialisasi RKT, 
Kawasan Lindung, dan Kelola Sosial sebagai 
berikut : 

1. Tanggal 04 Januari 2014, dan terdapat 
BAP sosialisasi dan daftar hadir yang 
diikuti 11 warga Desa Tepian Langsat.  

2. Tanggal 05 Januari 2015, dibuatkan BAP 
dan diikuti oleh Kepala Desa serta 11 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

warga Desa Tepian Langsat  

3. Tanggal 31 Maret 2016, dibuatkan BAP 
dan diikuti oleh Kepala Desa serta 11 
warga Desa Tepian Langsat  

4. Tanggal 03 Januari 2017, dibuatkan BAP 
dan diikuti oleh Kepala Desa serta 7 warga 
Desa Tepian Langsat  

5. Tanggal 05 Maret 2018, dibuatkan BAP 
dan diikuti oleh Kepala Desa serta 7 warga 
Desa Tepian Langsat  

6. Sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan 
belum dilakukan secara khusus dan tidak 
terdapat BAP sosialisasinya, namun Visi 
dan Misi PT Panambangan telah ditempel 
di didnding Camp Km 86. Namun Karena 
di Camp 86 dihuni terus menerus maka 
penempelan visi dan misi tersebut dirasa 
tidak efektif untuk sosialisasi kepada 
karyawan. 

Sosialisasi Visi Misi terhadap masyarakat 
Desa Keraitan masih belum dilaksanakan.  

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi dengan 
implementasi  PHL 

D SEDANG Implementasi kegiatan pengelolaan hutan 
lestari (PHL) PT Panambangan baik dari 
aspek teknis produksi, ekologi maupun 
sosial selama lima tahun terakhir baru 
sebagian yang sesuai dengan visi dan misi 
perusahaan. Pencapaian produksi kayu, 
penataan batas, ekologi dan sosial masih 
belum mencapai target yang ditetapkan. 

Kesimpulan Indikator 1.2.   14/18 = 77,78% (SEDANG) 

3. Indikator No. 1.3  : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan 
pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan 
Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 
bidang kehutanan (Sarjana 
Kehutanan dan Tenaga Teknis 
menengah kehutanan) di 
lapangan pada setiap bidang 
kegiatan pengelolaan hutan 
sesuai ketentuan yang berlaku 

CD BURUK Keberadaan Ganis PHPL pada PT 
Panambangan masih belum sepenuhnya 
terpenuhi sesuai dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 dengan 
keberadaan PT Panambangan yang luasnya 
mencapai ± 43.240 Ha sebagai berikut : 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

No 
Jenis Tenaga 

Teknis 

Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha) 

Luas 
25.000 -  
<50.000 

Luas PT 
Panamban

gan  ± 
43.240 Ha 

Kecukup-an 

1. Ganis Kurpet 1 0 Kurang 

2. Ganis Canhut 2 2 Cukup 

3. Ganis Nenhut 2 0 Kurang  

4. Ganis Binhut 2 2 *) Cukup 

5. Ganis PKB-R 2 3 Cukup 

 JUMLAH 9 7 Kurang 

*) 1 Orang sedang mengikuti pelatihan Ganis Binhut di 
Samarinda 
 

Keberadaan tenaga profesional bidang 
kehutanan di lapangan tidak tersedia pada 
setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan 
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu tidak 
terdapat Ganis PHPL Kurpet dan Ganis PHPL 
Nenhut. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi Nomor : 
P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 
2015, PT Panambangan seharusnya memiliki 
minimum Ganis PHPL sejumlah 9 orang dan 
merata pada setiap bidang kegiatan 
pegelolaan hutan.  

 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM 

D SEDANG Berdasarkan data rencana dan realisasi 
pendidikan dan latihan PT Panambangan 
tahun 2017 diketahui bahwa realisasi 
peningkatan SDM melalui Diklat, Penyegaran 
GANIS PHPL serta pelatihan lainnya 
mencapai secara keseluruhan mencapai 
67,78 % dari kegiatan yang direncanakan.  

Namun demikian diverifikasi bahwa terdapat 
realisasi pelatihan dan peningkatan 
kompetensi SDM yang tidak direncanakan 
sedangkan  pelatihan yang direncanakan 
tidak seluruhnya dilaksanakan. Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak terdapat program 
peningkatan kompetensi sesuai dengan 
kebutuhan dan tidak terdapat analisa 
kebutuhan peningkatan kompetensi SDM 
dalam perusahaan sehingga penyusunan 
rencana tidak sesuai dengan kebutuhannya.  

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

D SEDANG Secara umum PT Panambangan telah 
memiliki dokumen ketenagakerjaan dan telah 
menjalankan peraturan perundangan 
berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai 
dengan ketentuan normatif yang berlaku 
tetapi keberadan dokumen ketenagakerjaan 
dan pelaporannya tidak lengkap dan masih 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan 
pelaporan ketenagakerjaan sesuai dengan 
peraturan yang terbaru.  

Kesimpulan Indikator 1.3.   9/15 = 60,00 % (SEDANG) 

4. Indikator No. 1.4  : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan 
Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik 
Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka  

PHPL 

D SEDANG Terdapat SK Direktur Utama  PT 
Panambangan No 03/I/Adm/12c/2018 
tanggal 22 Januari 2017 yang menetapkan 
Perubahan Struktur Organisasi IUPHHK-HA 
PT Panambangan. 

Dalam struktur organisasi ini, Pengurus 
Perusahaan terdiri dari Komisaris dan Direksi 
dan mencantumkan nama pengurus, namun 
tidak sesuai dengan  akte notaris perubahan 
PT Panambangan yang terakhir dari Notaris 
Teddy Anwar SH, SpN No. 35 tanggal 15 
Januari 2018 yang diperbaiki dengan Akte 
Nomor 51 tanggal 19 Januari 2018. 

Struktur Organisasi PT Panambangan terlihat 
lebih ramping dan sesuai dengan kerangka 
PHPL, namun tidak memisahkan antara 
Bagian Perencanaan dengan Bagian 
Produksi sehingga bagian yang 
merencanakan masih terlibat dalam bagian 
pelaksanaan dan terdapat tenaga pelaksana 
yang merangkap jabatan yaitu M. Aini Effendi 
sebagai Kepala Cabang Samarinda dan 
Kabag. Umum dan Keuangan; Ir. Firmansyah 
sebagai Camp Manager merangkap Kabag 
Perencanaan dan Kabag Produksi dan lain-
lain. Di samping itu masih terdapat posisi 
jabatan yang masih belum diisi. 

1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan 

tenaga pelaksana 

D BAIK PT Panambangan memiliki peralatan yang 
digunakan untuk menunjang adanya sistem 
informasi manajemen dan terdapat daftar 
barang inventaris penunjang yang dibuat 
oleh Camp Manager untuk mendukung 
operasional Sistem Informasi Managemen 
(SIM) di PT Panambangan seperti komputer, 
laptop, Internet Satelit Radio HT GPS, HP 
Android dan lainnya.  

Hasil observasi di lapangan menunjukkan 
bahwa keberadaan peralatan penungjang 
SIM PT Panambangan sesuai dan masih 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

berfungsi dengan baik. 

Terdapat Surat Penunjukkan Direktur Utama 
PT Panambangan No 015/KPTS/PNB-
SMD/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 yang 
menunjuk Ir. Firmansyah selaku Camp 
Manager untuk menjadi penanggungjawab 
Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada 
IUPHHK-HA PT Panambangan. 

1.4.3.  

Keberadaan SPI /internal 

auditor dan efektifitasnya 

D BAIK Organisasi SPI PT Panambangan telah 
terbentuk dan terdapat dalam Struktur 
Organisasi PT Panambangan sesuai dengan 
SK No 03/I/Adm/12c/2018 tanggal 22 Januari 
2018. Personil SPI/Internal Audit  PT 
Panambangan ditunjuk atas nama Resi 
Wahono yang berada langsung di bawah 
garis komando Direksi.Terdapat SOP Internal 
Auditing PT Panambangan dengan nomor 
dokumen SO-6-04 Revisi 01 diterbitkan 
tanggal 04 Mei 2015. SOP Internal Auditing 
dibuat olah Ir. Nunuk Wisnuardi, diperiksa 
oleh Firmansyah dan disetujui oleh Drs 
Praptono, H.T. Dalam SOP tersebut diatur 
mengenai prosedur pengawasan internal dan 
pelaksanaannya sampai dengan pelaporan 
dan tindak lanjutnya. 

Pada tahun 2014 – tahun 2017 telah 
dilakukan audit internal oleh Personil Internal 
Auditor sebanyak 2 (dua) kali setiap tahunnya 
sesuai dengan laporan yang disusun oleh 
Personil Internal Audit tentang Laporan 
monitoring operasional Semester I dan 
Semester II setiap tahunnya.  

Secara umum keberadaan organisasi SPI 
telah berjalan di PT Panambangan, dan 
efektif untuk mengontrol seluruh tahapan 
kegiatan. Hal ini terlihat dari laporan SPI yang 
dilaksanakan 2 (dua) kali setahun dan telah 
menjangkau  pada bagian administrasi dan 
operasional sesuai dengan tahapan kegiatan 
operasional di lapangan. 

1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi  
manajemen berbasis hasil 
monitoring dan evaluasi 

D BAIK Hasil verifikasi atas laporan hasil temuan 
Internal Audit PT Panambangan secara jelas 
menguraikan tentang rekomendasi dari hasil 
temuan dan penanggungjawab penyelesaian 
temuan tersebut serta tata waktu target 
penyelesaiannya.. 

Di samping itu terdapat Surat Instruksi dari 
Direktur Utama kepada Camp Manager dan 
Kepala Kantor PT Panambangan untuk 
segera menindaklanjuti temuan hasil Internal 
Audit di lapangan sebagai tindak lanjut atas 
Memo dari Internal Audit sebagai laporan 
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atas hasil kegiatan audit kepada Direksi. 

Selanjutnya terdapat evaluasi pelaksanaan 
hasil tindak lanjut atas temuan audit pada 
semester sebelumnya apakah telah 
diselesaikan atau masih terus berjalan 
sehingga dapat dimonitor apakah tindak 
lanjut hasil temuan Internal Audit dapat 
dilaksanakan di lapangan.Dengan demikian 
manajemen PT Panambangan telah 
menjalankan fungsi internal audit dan 
terdapat keterlaksanaan seluruh tindakan 
koreksi dan pencegahan manajemen 
berbasis hasil monitoring dan evaluasi 

Kesimpulan Indikator 1.4.   22/24 = 91,67% (BAIK) 

5. Indikator No. 1.5  : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan 
(PADIATAPA) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.1.  

Persetujuan rencana pene-

bangan melalui peningkatan 

pemahaman, keterlibatan, 

pencatatan proses 

dandiseminasi isi 

kandungannya 

CD SEDANG PT Panambangan pada RKT 2013 – 2018 
diketahui bahwa Dokumen RKT 2013 carry 
over 2014, RKT 2015, RKT 2016, RKT 2017 
dan RKT 2018 telah disusun dan disahkan/ 
disetujui oleh pejabat yang berwenang yaitu 
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Timur sesuai nomor SK masing masing RKT.  

Sosialisasi pelaksanaan RKT telah dilakukan 
dan pemberitahuan kepada masyarakat 
untuk meningkatkan pemahaman dan 
dikonsultasikan kepada masyarakat yang 
akan terkena dampak penebangannya. 

Pelaksanaan sosialisasi bertempat di Kantor 
Desa Tepian Langsat dalam acara sosialisasi 
RKT, Kawasan Lindung, Kelola Sosial, dan 
Visi Misi PT Panambangan. 

Sedangkan sosialisasi terhadap masyarakat 
Desa Keraitan Kecamatan Bengalon masih 
belum dilaksanakan. Dengan demikian 
kegiatan RKT yang akan mempengaruhi hak-
hak masyarakat setempat telah 
dikonsultasikan atas dasar informasi awal 
yang memadai pada sebagian pihak (50%). 

1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

D BAIK Realisasi penataan batas PT Panambangan 
belum temu gelang dan atas realisasi tata 
batas  telah  diselesaikan terdapat BATB 
yang telah ditandatangani oleh para pihak 
sesuai dengan tingkat realisasinya. Dengan 
demikian maka terdapat pengakuan baik 
pihak pemerintah dan instansi yang terkait 
baik Pemerintah Pusat (KemenLHK, 
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Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan 
Provinsi dan Kabupaten), Perusahaan yang 
berbatasan langsung, dan masyarakat. 

Terkait dengan pengakuan dari masyarakat, 
pada BAP TBT keberadaan PT. 
Panambangan telah memperoleh pengakuan 
dari masyarakat Desa Tembangan Lembal, 
dan Pikah Kecamatan Bengalon yang ikut 
menandatangani BAP Tata Batas. Hasil tanya 
jawab pada konsultasi publik masyarakat 
menyatakan bahwa selama ini tidak pernah 
terjadi konflik batas dengan PT 
Panambangan. 

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 
pelaksanaan  CSR/CD 

D SEDANG Dalampelaksanaannya, RKT 2013 – 2018 dan 
Kelola Sosial/ Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Hutan (PMDH) telah disosialisasikan 
keberadaannya kepada masyarakat Desa 
Tepian Langsat yaitu : 

1. Tanggal 04 Januari 2014. Terdapat BAP 
sosialisasi dan daftar hadir yang diikuti 11 
warga Desa Tepian Langsat.  

2. Tanggal 05 Januari 2015, dibuatkan BAP 
dan diikuti oleh Kepala Desa serta 11 
warga Desa Tepian Langsat  

3. Tanggal 31 Maret 2016, dibuatkan BAP 
dan diikuti oleh Kepala Desa serta 11 
warga Desa Tepian Langsat  

4. Tanggal 03 Januari 2017, dibuatkan BAP 
dan diikuti oleh Kepala Desa serta 7 warga 
Desa Tepian Langsat  

 

5. Tanggal 05 Maret 2018, dibuatkan BAP 
dan diikuti oleh Kepala Desa serta 7 warga 
Desa Tepian Langsat  

Pelaksanaan sosialisasi bertempat di Kantor 
Desa Tepian Langsat dalam acara sosialisasi 
RKT, Kawasan Lindung, Kelola Sosial, dan 
Visi Misi PT Panambangan. 

Sedangkan sosialisasi terhadap masyarakat 
Desa Keraitan masih belum dilaksanakan. 
Dengan demikian persetujuan dalam proses 
dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para 
pihak (50%). 

1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 
penetapan kawasan lindung 

D SEDANG Berdasarkan data yang tercantum dalam 
RKUPHHK-HA jumlah dan luas kawasan 
lindung PT Panambangan adalah sebagai 
berikut : 

1. Buffer Zone Hutan Lindung: 1.876 Ha 
2. Sempadan Sungai : 1.245 Ha 
3. KPPN   :    380 Ha 

Total   : 3.501 Ha 
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Terdapat SK Direktur Utama PT 
Panambangan Nomor 07/KPTS-
DIRUT/PNB/2014 tanggal 01 April 2014 
tentang Revisi Penetapan Kawasan Lindung 
Di Areal IUPHHK-HA PT Panambangan. 
Dalam SK tersebut jenis dan luas Kawasan 
Lindung PT Panambangan sama dengan luas 
yang tercantum pada dokumen RKUPHHK-
HA  

Dokumen RKUPHK-HA yang dijadikan dasar 
penetapan kawasan lindung PT 
Panambangan telah disahkan oleh Menteri 
Kehutanan dengan SK Nomor SK.93/BUHA-
2/2012 tanggal 21 Desember 2012. 

Sosialisasi dan keberadaan kawasan lindung 
telah dilakukan oleh PT Panambangan 
kepada masyarakat Desa Tepian Langsat 
sebagai berikut : 

1. Tanggal 04 Januari 2014. Terdapat BAP 
sosialisasi dan daftar hadir yang diikuti 11 
warga Desa Tepian Langsat.  

2. Tanggal 05 Januari 2015, dibuatkan BAP 
dan diikuti oleh Kepala Desa serta 11 
warga Desa Tepian Langsat  

3. Tanggal 31 Maret 2016, dibuatkan BAP 
dan diikuti oleh Kepala Desa serta 11 
warga Desa Tepian Langsat  

4. Tanggal 03 Januari 2017, dibuatkan BAP 
dan diikuti oleh Kepala Desa serta 7 warga 
Desa Tepian Langsat  

5. Tanggal 05 Maret 2018, dibuatkan BAP 
dan diikuti oleh Kepala Desa serta 7 warga 
Desa Tepian Langsat  

Secara umum sosialisasi dan persetujuan 
terkait kawasan lindung, telah diperoleh dari 
desa Tepian Langsat, sedangkan sosialisasi 
terhadap masyarakat Desa Keraitan masih 
belum dilaksanakan. Dengan demikian 
persetujuan dalam proses penetapan 
kawasan lindung baru dari sebagian para 
pihak (50%). 

Kesimpulan Indikator 1.5.   16/21 = 76,19% (SEDANG) 
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B. KRITERIA PRODUKSI 

1. Indikator No. 2.1  : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan 
lestari  

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1. 

Keberadaan Dokumen 
Rencana Jangka Pan-jang 
(management plan) yang telah 
Disetujui oleh Pejabat yang 
Berwenang 

 

D BAIK 

 

Berdasarkan hasil pengecekan terhadap 
dokumen rencana jangka panjang yang telah 
disetujui oleh Kementerian Kehutanan, 
ditemukan dokumen-dokumen sebagai 
berikut: 

1. Ihmb, terdapat surat Direktur BUHA nomor : 
S.855/BUHA-2/2012 tanggal 17 September 
2012 tentang Evaluasi Pelaksanaan 
Kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh 
Berkala (IHMB) PT. Panambanga, dan surat 
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi nomor : 
522.22/5856/DK-II/2012 tanggal 16 Oktober 
2012 tentang Hasil Evaluasi  Inventarisasi 
Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). 

2. RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 
2013-2022 PT. Panambangan, Provinsi 
Kalimantan Timur beserta Lampiran Peta 
skala 1 : 50.000 dan telah telah disetujui 
dan disahkan berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehutanan Nomor :  SK.93/BUHA-
2/2012 tanggal 21 Desember 2012. 

3. Selama periode 5 (lima) tahun terakhir 
terdapat 2 (dua) kali perubahan Blok 
RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA a.n. PT 
Panambangan yaitu sebagai berikut : 

a. Surat Direktur UHP kepada Direktur 
Utama PT. Panambangan nomor : S. 
900/UHP-1/2015 tanggal 17 Januari 2015 
tentang Perubahan Blok RKTUPHHK-HA 
pada RKUPHHK-HA a.n. PT 
Panambangan,  

b. Surat Direktur UHP kepada Direktur 
Utama PT. Panambangan nomor : S. 
1276/UHP/ RKUPHA/HPL-1/12/2016 
tanggal 27 Desember 2016 tentang 
Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada 
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 
2013-2022 a.n. PT Panambangan 

Kondisi penutupan lahan di areal IUPHHK-HA 
PT. Panambangan selama 5 (lima) tahun 
terakhir, terdapat 3 (tiga) buah peta penafsiran 
citra landsat sebagai berikut : 

1. Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 
653 Path/Row 116/59 Liputan tanggal 19 
Maret 2017 dan 20 April 2017, yang 
disahkan oleh Dirjen Planologi Kehutanan 
Cq Direktur Inventarisasi dan Pemantauan 
Sumber Daya Hutan Nomor : 
57/IPSDH/PSDH/ PLA.1/1/2018 Tanggal 31 
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Januari 2018 

2. Komposit Citra Landsat 7 ETM + Band 542 
Path/Row 116/59 Liputan tanggal 7 April 
2015 dan 6 Maret 2015, yang disahkan oleh 
Dirjen Planologi Kehutanan Cq Direktur 
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber 
Daya Hutan Nomor : 429/IPSDH-2/2015 
Tanggal 28 Desember 2015 

3. Komposit Citra Satelit Landsat 7 ETM + 
Band 542 Path/Row 116/59 Liputan tanggal 
30 April 2012, yang disahkan oleh Dirjen 
Planologi Kehutanan Cq Direktur 
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber 
Daya Hutan Nomor : 371/IPSDH-2/2012 
Tanggal 25 Oktober 2012. 

2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 
Penataan Areal Kerja di 
Lapangan dengan Rencana 
Jangka Panjang 

 

D BAIK 

 

Berdasarkan alokasi tata letak terdapat 
perubahan antara blok RKTUPHH-HA tahun 
2016, 2017, dan 2018, namun sesuai dengan  
Perdirjen BUK Nomor : P.9/VI-BUHA/2014 
tanggal 12 Agustus 2014 tanggal 12 Agustus 

2014 bahwa Dalam hal diperlukan revisi 
RKTUPHHK terhadap blok tebangan dalam 
RKUPHHK 10 (sepuluh) tahunan yang telah 
disetujui, maka tidak diperlukan revisi 
RKUPHHK 10 (sepuluh) tahunan yang telah 
disyahkan, perusahaan wajib melaporkan 
perubahan tersebut kepada Direktur Jenderal 
c.q. Direktur. 

Berdasarkan luasan yang dialokasikan terlihat 
bahwa seluruh alokasi blok RKTUPHHK-HA 
sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 telah 
sesuai dengan penataan blok tebangan 10 
tahunan dalam RKUPHHK-HA, hanya terdapat 
pertukaran blok pada tahun 2015, 2016, 2017, 
dan 2018 sementara urutan penataan 
disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. 
Namun secara keseluruhan juga terlihat 
bahwa seluruh luasan blok RKTUPHHK-HA 
sesuai dengan luasan dalam penataan blok 10 
tahunan RKUPHHK-HA, kecuali tahun 2016. 

2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 
Petak /compartemen kerja (D) 

 SEDANG 

 

Berdasarkan pengamatan di lapangan 
ditemukan plang batas blok tahun 2013, 2014, 
2015, 2017 dan 2018, untuk blok tahun 2016 
tidak dapat dijangkau dikarenakan ada jalan 
dan jembatan yang rusak. 

Kondisi plang dan tanda batas di lapangan 
yang ditemukan dalam kondisi baik, namun 
tidak semua dapat terlihat dengan jelas. 

Sebagian tanda batas blok maupun petak 
dilapangan sudah  tidak terlihat dengan jelas. 

Kesimpulan Indikator 2.1.   16/18 = 88,89% (BAIK) 
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2. Indikator No. 2.2  : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan 
Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem 
Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1. 

Terdapat Data Potensi Tegakan 
per Tipe Ekosistem yang ada 
(Berbasis IHMB/ Survei potensi, 
ITSP, Risalah Hutan) 

 

D BAIK 

 

- Terdapat hasil ITSP 6 (enam) tahun terakhir 
yaitu RKTUPHHK-HA tahun 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, dan 2018. 

- Karena blok RKUPHHK--HA periode ini 
berada di areal HPT, maka potensi 
tebangan adalah dengan diameter 50 cm 
up, berdasarkan data potensi 6 (enam) 
tahun terakhir didapatkan data potensi  
untuk seluruh jenis pada blok RKTUPHHK-
HA 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 
masing-masing adalah sebesar 98,39 
m3/ha, 167,28 m3/ha, 157,04 m3/ha, 98,00 
m3/ha, 124,85 m3/ha, dan 120,66 m3/ha.  
Sementara potensi tegakan untuk jenis 
komersial masing-masing adalah sebesar 
97,92 m3/ha, 166,87 m3/ha, 156,66 m3/ha, 
97,48 m3/ha, 124,28 m3/ha, dan 120,08 
m3/ha. 

- Terdapat kelengkapan hasil cruising seperti 
: buku dan rekapitulasi LHC dan Peta 
Sebaran Pohon skala 1 : 1300. 

2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang 
Riap Tegakan 

 

CD BURUK 

 

 

Terdapat hasil pengukuran PUP periode 2013-
2022 selama 5 (lima) tahun terakhir penilaian 
audit tahap II sebagai berikut : 

- Laporan Pembuatan dan Pengukuran Petak 
Ukur Permanen (PUP) Untuk Pemantauan 
Pertumbuhan dan Riap PT Panambangan, 
Pengukuran Tahun 2018. 

Pelaksanaan kegiatan pengukuran PUP ini 
merupakan pengkuran ke-1 dan baru 
dilaksanakan pada tahun ke-5 periode 
RKUPHHK-HA (2013-2022), sehingga belum 
didapatkan data pertumbuhan riap. 

Terdapat SOP Petak Ukur Permanen (PUP) 
nomor : SO-1-06 Revisi ke-1, tanggal 4 Mei 
2015 

 

2.2.3.  

Terdapat Perhitungan 
Internal/self JTT Berbasis Data 
Potensi dan Kondisi 
Kemampuan Pertumbuhan 
Tegakan 

 

CD BURUK 

 

 

Perhitungan JPT atau AAC (Annual Allowance 
Cutting) telah dimiliki oleh PT. Panambangan 
di dalam dokumen rencana jangka Panjang 
atau RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 
2013-2022 tertuang pada halaman III-24 
sampai dengan III-27 dimana nilai AAC adalah 
sebesar 37.829 m3/tahun 

Perhitungan JTT setiap tahunnya masih 
didasarkan pada hasil ITSP setiap pengajuan 
RKTUPHHK-HA. 

Tidak terdapat perhitungan JTT sendiri dari 
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hasil pengukuran riap tegakan. 

Kesimpulan Indikator 2.2.   8/12 = 66,67% (SEDANG) 

3. Indikator No. 2.3  : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk 
Menjamin Regenerasi Hutan 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 
Tahapan Kegiatan Sistem 
Silvikultur  

(D) 

D SEDANG 

 

Berdasarkan Permenhut Nomor : P. 
65/Menhut-II/2014 tanggal 12 September 
2014, dan pelaksanaannya mengacu kepada 
tahapan kegiatan yang diatur oleh Peraturan 
Dirjen BPK Peraturan Direktur Jenderal Bina 
Produksi Kehutanan Nomor : P.9/VI-
BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 
mengenai pedoman pelaksanaan Sistem 
Silvikultur, PT. Panambangan menggunakan 
sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam 
Indonesia (TPTI) dan Tebang Habis dengan 
Permudaan Buatan (THPB) (Lampiran 1 dan 
2). 

Terdapat SOP-SOP Tahapan Kegiatan sistem 
silvikutur TPTI, secara rinci dapat dilihat pada 
uraian berikut ini : 

1. Penataan Areal Kerja (PAK), SOP nomor : 
SO-1-02 Revisi ke-1, tanggal 4 Mei 2015 

2. Inventariasasi Tegakan Sebelum 
Penebangan (ITSP) 100%, SOP nomor : 
SO-1-04 Revisi ke-1, tanggal 4 Mei 2015 

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP 
nomor : SO-2-01 Revisi ke-1, tanggal 4 Mei 
2015 

4. Pembalakan, SOP nomor : SO-2-04 Revisi 
ke-1, tanggal 4 Mei 2015 

 

5. Persemaian dan Pengadaan Bibit, SOP 
nomor : SO-3-01 Revisi ke-1, tanggal 4 Mei 
2015 

6. Pengayaan dan Rehabilitasi, SOP nomor : 
SO-3-02 Revisi ke-1, tanggal 4 Mei 2015 

7. Pemeliharaan Tanaman, SOP nomor : SO-
3-04 Revisi ke-1, tanggal 4 Mei 2015 

8. Pembebasan Pohon Binaan, belum ada 
SOP-nya 

9. Pengamanan dan Perlindungan Hutan, 
SOP nomor : SO-5-04 Revisi 1, tanggal 4 
Mei 2015 

Tambahan SOP Penunjang TPTI : 

1. Penanaman Tanah Kosong dan Kanan Kiri 
Jalan, SOP nomor : SO-3-03 Revisi ke-1, 
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tanggal 4 Mei 2015 

2. Inventarisasi Tegakan Tingga, SOP nomor : 
SO-3-05 Revisi ke-1, tanggal 4 Mei 2015 

SOP sistem silvikultur THPB belum tersedia, 
sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA 
bahwa rencana kegiatan THPB telah 
dialokasikan mulai tahun 2014. 

2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 
Tahapan Kegiatan Sistem 
Silvikultur  

(D) 

D SEDANG 

 

Hasil verifikasi terhadap dokumen dan 
pengecekan di lapangan diketahui bahwa 
secara umum kegiatan-kegiatan silvikultur 
telah direalisasikan secara rinci tahapan dari 
masing-masing sistem silvikultur TPTI adalah 
sebagai berikut : 

1. Penataan Areal Kerja (PAK) 

Kegiatan PAK dilakukan Et-1, implementasi 
di lapangan ditemukan tanda-tanda 
kegiatan penataan areal kerja berupa polet 
1 garis kuning yang menandakan batas 
blok RKTUPHHK-HA dan plang nama 
RKTUPHHK-HA kecuali blok 2016, selain itu 
ditemukan polet 1 garis merah dan plang 
papan tanda batas antar petak serta patok 
sudut koordinat batas petak. 

Rincian dan uraian bentuk dan kondisi 
plang batas blok dan petak, maupun patok 
batas petak serta jalur rintisan batas blok 
dan petak dapat dilihat pada uraian verifier 
2.1.2 dan 2.1.3. 

2. Inventarisasi Tegakan Sebelum 
Penebangan (ITSP) 

Kegiatan ITSP dilakukan Et-1 setelah 
kegiatan PAK berakhir, implementasi di 
lapangan secara konsisten menerapkan 
pemasangan label merah dan barcode 
kuning pada pohon ditebang dan label 
kuning pada pohon inti, pohon dilindungi 
dan pohon induk.  

Secara administrasi ditemukan buku LHC 
Intensitas 100% Blok Tebangan URKT 2014, 
2015 (sampul merah), 2016 (sampul biru 
muda), 2017 (sampul merah muda), dan 
2018 (sampul hijau) dan peta sebaran 
pohon, jalur dan kontur tahun 2017 dengan 
skala 1 : 1.300 (sesuai dengan SOP), 
sementara untuk tahun 2018 dengan skala 
1 : 3.000 (tidak sesuai dengan SOP). 

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) 

Kondisi jalan utama (Main Road) di dalam 
areal IUPHHK-HA PT. Panambangan dari 
mulai Km 82 sampai dengan KM 110  
dalam kondisi baik. 

Tidak ditemukan kegiatan PWH di 
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lapangan. 

4. Pemanenan  

Implementasi kegiatan pemanenan di 
lapangan adalah berupa  pengangkutan 
yang tertampung di TPK Km 38 menuju 
Logpond Km 0, berasal dari blok  2017. 

Kegiatan produksi / pemanenan saat 
penilaian sudah ada yang di LHP-kan dari 
blok 2017 sebanyak 7.598 batang setara 
39.962,90 m3 (99,91%) dan blok 
RKTUPHHK-HA 2018 belum ada kegiatan 
penebangan (menunggu stok di Km 38 
habis) 

Ketercapaian produksi secara lengkap 
selama periode penilaian dapat dilihat pada 
verifier 2.5.4. 

5. Penanaman / Pemeliharaan Tanaman    

Selama 5 (lima) tahun terakhir, ditemukan 
kegiatan pengayaan / rehabilitasi pada 
tahun 2014, sementara kegiatan 
penanaman tanah kosong dan penanaman 
kanan kiri jalan dilakukan setiap tahun. 

Bukti di lapangan ditemukan plang-plang 
penanaman dan kondisi tanaman. 

kegiatan berupa pengadaan bibit, 
penanaman pengayaan, pemeliharaan 
tanaman pengayaan, penanaman kanan kiri 
jalan angkutan, pemeliharaan tanaman 
kanan kiri jalan aangkutan, penanaman 
tanah kosong, dan pemeliharaan tanaman 
tanah kosong. 

Ketercapaian penanaman dan 
pemeliharaan tanaman secara lengkap 
selama periode penilaian dapat dilihat pada 
verifier 2.6.6. 

6. Pembebasan Pohon Binaan 

Areal RKUPHHK-HA periode 2013-2022 
berada pada areal Hutan Produksi Terbatas 
(HPT), sehingga pada periode ini tidak 
dilakukan kegiatan Pembebasan Pohon 
Binaan. 

7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan : 

Kegiatan perlindungan dan pengamanan 
hutan berupa patroli dan pemasangan 
plang peringatan dan himbauan. 

Tidak ada implementasi lapangan atas 
kegiatan THPB, namun sudah direncanakan 
tahun 2014. 

2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 
Tegakan sebelum Masak 

D BAIK 

 

- PT Panambangan telah memiliki potensi 
tegakan sebelum masak tebang (pohon 
berdiameter 20-49 cm berdasarkan hasil 
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Tebang 

(D) 

cruising ITSP selama periode penilaian 
Audit Tahap II (2013 s.d 2018).  Tingkat 
kecukupan tegakan sebelum masak tebang 
untuk RKTUPHHK-HA tahun 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, dan 2018 didapatkan 
potensi tegakan diameter 20-49 cm 
berturut-turut adalah sebanyak 31 phn/ha, 
38 phn/ha, 41 phn/ha, 34 phn/ha, 43 
phn/ha, dan 44 phn/ha atau rata-rata 40 
phn/ha. 

- Sementara untuk mengetahui tingkat 
kecukupan potensi tegakan sebelum masak 
tebang PT Panambangan telah melakukan 
uji petik pada areal bekas tebangan. Uji 
petik dilakukan dengan metode jalur 
berpetak, dimana plot ukur untuk pohon 
dilakukan dengan ukuran 20 x 20 m, dan 
untuk tingkat tiang dengan ukuran 10 x 10 
m dan untuk tingkat pancang dengan 
ukuran 5 x 5 m. Uji petik dilakukan pada 
setiap tahun periode penilaian Audit Tahap 
II 2013 s/d 2017 dengan mengambil 1 petak 
dan 3 plot ukur dari setiap petaknya. 

Berdasarkan uji petik identifikasi Potensi 
Tegakan Tinggal yang dilaksanakan oleh 
Tim Auditor PT. Trustindo Prima Karya 
didapatkan data potensi pohon inti adalah 
sebanyak 108 pohon (>25 pohon). 

2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 
Permudaan 

(CD) 

CD BAIK 

 

Berdasarkan uji petik yang dilakukan pada 3 
plot ukur (PU) dari 1 petak (petak P.21 eks 
RKTUPHHK-HA 2017) didapatkan rata-rata 
potensi tegakan tingkat permudaan berupa 
tiang sebanyak 300 batang/ha (≥100 btg/ha) 
dan pancang sebanyak 2.667 batang/ha 
(≥400 btg/ha).. 

Kesimpulan Indikator 2.3.   17/21 = 80,95% (BAIK) 

4. Indikator No. 2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan 
Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 
Pemanfaatan / Pengelolaan 
Hutan Ramah Lingkungan  

D BAIK 

 

Terdapat SOP Reduce Impact Logging (RIL), 
SOP nomor : SO-5-11 Revisi 1, tanggal 4 Mei 
2015.  Isi dari SOP ini meliputi : kegiatan  
Perencanaan Pemanenan, Operasi 
pemanenan kayu, Pemeliharaan dan K3 dan 
Kegaitan Pasca Pemanenan Kayu. 

2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 
Lingkungan 

D SEDANG 

 

 

Selama periode penilaian audit tahap II (2013 - 
2022) terdapat beberapa kegiatan 
pengelolaan ramah lingkungan yang telah 
dikerjakan oleh perusahaan, diantaranya : 

1. Penandaan jalan sarad dengan 
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memberikan cat awrna merah pada jalur 
jalan sarad, bermanfaat untuk mengurangi 
kerusakan akibat pembuatan jalan sarad 
dan lebih efeisien dalam pengambilan atau 
penarikan kayu. 

2.4.3.  

Tingkat Kerusakan Tegakan 
Tinggal Minimal dan 
Keterbukaan Wilayah 

D SEDANG 

 

Pemanenan ramah lingkungan adalah 
pendekatan sistematis dalam 
perencanaan,pelaksanaan, pemantauan dan 
evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan hutan 
dalammeminimalisis dampak yang 
ditimbulkan. 

Uji dilakukan pada 2 (dua) buah pohon di 
petak P.27 dan P.28 Blok RKTUPHHK-HA 
2018 dengan hasil pengukuran tingkat 
kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan 
penebangan rata-rata sebesar 17,25%. 

2.4.4.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 
Minimal 

CD BAIK 

 

Penghitungan Fe bisa dilakukan melalui dua 
cara. Pertama adalah menghitung 
langsungbagian-bagian pohon (seksi) yang 
telah ditrimming termasuk limbahnya 
kemudian dihitungprosentase bagian yang 
dimanfaatkan. Kedua dengan cara 
membandingkan Laporan HasilPenebangan 
(LHP) dengan Laporan Hasil Cruising (LHC). 

Berdasarkan hasil uji petik terhadap 2 (dua) 
pohon yang ditebang pada petak P.27 dan 
P.28 didapatkan hasil nilai FE rata-rata adalah  
1,92. 

Berdasarkan uji petik terhadap LHC dan LHP 
dari 5 (lima) tahun periode penilaian Audit 
Tahap II dengan mengambil 10 sample pohon 
secara acak RKTUPHHk-HA 2014, 2015, 2016, 
dan 2017 didapatkan nilai Faktor Eksploitasi 
masing-masing adalah 0,86; 0,85; 0,97, dan 
0,85 atau  rata-rata adalah 0,88. 

Kesimpulan Indikator 2.4.   17/21 = 80,95% (BAIK) 

5. Indikator No. 2.5  : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja 
Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.5.1.  

Keberadaan Dokumen 
Rencana Kerja Jangka Pendek 
(RKT) yang Disusun 
Berdasarkan Rencana Kerja 
Jangka Panjang (RKU) dan 
Disahkan Sesuai Peraturan 
yang Berlaku (Dinas Prov, self 
approval) 

CD BAIK 

 

Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA secara 
lengkap yang disusun berdasarkan 
RKUPHHK-HA dan seluruhnya disahkan oleh 
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur :. 

- Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2013, 
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur melalui surat 
keputusan Nomor : 
522.110.1/12/Kpts/RKT/DK-III/2013 tang-gal 
05 Maret 2013, dan berakhir tanggal 31 
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Desember 2013. 

- Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2014 dan 
Sisa RKUPHHK-HA Tahun 2013 (Carry 
Over), disahkan oleh Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 
melalui  surat keputusan Nomor : 
522.110.1/22/Kpts/RKT/DK-III/2014 tanggal 
16 Juni 2014, dan berakhir tanggal 31 
Desember 2014. 

- Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2015, 
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur melalui surat 
keputusan Nomor : 522.110.1/03/Kpts/ 
RKT/DK-III/2014 tanggal 8 Desember 2015, 
&dan berakhir tanggal 31 Desember 2015. 

- Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2016 
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur melalui surat 
keputusan Nomor : 522.110.1/68/Kpts/ 
RKT/DK-III/2016 tang-gal 29 Maret 2016, 
dan berakhir tanggal 31 Desember 2016. 

- Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2017 
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur melalui surat 
keputusan Nomor : 522.110.1/170/Kpts/ 
RKT/DK-III/2016 tanggal 29 Desember 2016, 
dan berakhir tanggal 31 Desember 2017. 

- Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur melalui surat 
keputusan Nomor : 522.110.1/59/Kpts/ 
RKT/DK-III/2018 tang-gal 28 Februari 2018, 
& berakhir tanggal 31 Desember 2018. 

2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 
Rencana Jangka Pendek 
dengan Rencana Jangka 
Panjang 

D BAIK 

 

Peta areal kerja menjadi dasar acuan bagi 
peta kerja pada berbagai kegiatan di 
bawahnya (penjabaran dari RKTUPHHK-HA). 
Hasil verifikasi terhadap peta RKTUPHHK-HA 
diketahui PT Panambangan memiliki 
kelengkapan peta kerja sebagai bagian dari 
dokumen RKTUPHHK-HA, peta kerja 
RKTUPHHK-HA tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, dan 2018 disusun mengacu pada 
dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB 
periode 2013-2022 tahun 2012. 

Sebagaimana telah diuraikan pada verifier 
2.1.2 bahwa terdapat ketidaksesuaian lokasi 
antara blok RKTUPHHK-HA tahun 2016, 2017, 
dan 2018 dengan RKUPHHK-HA sebagaimana 
dijelaskan pada verifier 2.1.2., namun sudah 
terdapat 2 (dua) buah surat dari Direktur UHP 
terkait dengan perubahan tersebut, dan tidak 
diperlukan revisi RKUPHHK-HA, dan penataan 
areal blok RKTUPHHK-HA telah disesuaikan 
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dengan urutan dalam perubahan RKUPHHK-
HA. 

Tercantum dalam legenda maupun peta kerja 
RKUPHHK-HA berupa Pembagian Blok 
Tebangan Sistem TPTI Periode 2013-2022, 
Pembagian Blok Penanaman Sistem THPB 
Periode Tahun 2014-2021, Rencana 
Penanaman Areal Tanah Kosong (NH), 
Kawasan lindung seperti : Buffer zone, 
Sempadan Sungai, dan KPPN.  Ada tambahan 
kawasan yang tidak produktif yaitu PUP dan 
Kebun Bibit. 

Terdapat dalam peta kerja RKTUPHHK-HA 
tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 
areal PAK, ITSP, PWH dan Pemanenan tahun 
berjalan (yang boleh ditebang) dan distempel, 
Pembagian Blok Tebangan Sistem TPTI 
Periode 2013-2022, Pembagian Blok 
Penanaman Sistem THPB Periode Tahun 
2014-2021, Rencana Penanaman Areal Tanah 
Kosong (NH), Kawasan lindung seperti : Buffer 
zone, Sempadan Sungai, dan KPPN.  Ada 
kawasan yang tidak produktif yaitu PUP dan 
Kebun Bibit. 

Terdapat kesesuaian rincian blok yang boleh 
ditebang, kawasan lindung dan areal tidak 
produktif antara RKUPHHK-HA dengan 
RKTUPHHK-HA. 

2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja 

Berupa Penandaan Batas Blok 

Tebangan / Dipanen / 

Dimanfaatkan / Ditanam / 

Dipelihara beserta Areal yang 

Ditetapkan sebagai Kawasan 

Lindung (untuk Konservasi/ 

buffer zone/ pelestarian plasma 
nutfah/religi/budaya/sarana 

prasarana dan Penelitian & 

Pengembangan) 

D SEDANG Terdapat implementasi peta kerja berupa 
penandaan di lapangan yaitu : batas blok dan 
petak yang akan ditebang dan kawasan 
lindung atau areal tidak produktif.  

Berdasarkan pengecekan antara lokasi 
(lapangan) dengan peta kerja ditemukan 
beberapa kesesuaian diantaranya : batas blok 
RKUPHHK-HA 2018, 2017, dan 2014, selain itu 
beberapa tanda batas petak di blok 
RKTUPHHK-HA tahun 2018, 2017, 2014. 

Uraian kondisi dan gambar setiap tanda diatas 
telah diuraikan pada verifier 2.1.2 dan 2.1.3. 

Terdapat implementasi peta kerja berupa 
penandaan pada  sebagian batas blok dan 
petak beserta areal yang ditetapkan sebagai 
kawasan lindung. 

2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan Volume 

Panen dengan Dokumen 

Rencana Jangka Pendek  

D BAIK 

 

Verifier ini menunjukkan komitmen Auditee 
untuk merealisasikan pemanenan 
sesuaidengan rencana yang dibuat, sehingga 
kelestarian produksi dapat tercapai. Target 
danrealisasi produksi selama tahun 2013 s/d 
2018 selengkapnya disajikan pada tabel 
berikut. 
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RKTUPHHK-HA 
Volume (m3) 

Persen 
Rencana Realisasi 

1. 2013  39.500,00   -   -    

2. 2014    

-  Blok 2014  25.000,00   21.392,90   85,57  

-  CO 2013  39.500,00    -    

3. 2015  40.099,86   40.967,65   102,16  

4. 2016  37.000,00   36.768,87   99,38  

5. 2017  40.000,00   39.962,90   99,91  

Jumlah   181.599,86   139.092,32   76,59  

Luas (Ha)  3.151,00   2.305,30   73,16  

Realisasi produksi rata-rata tahun 2013, 2014, 
2015, 2016, dan 2017 adalah sebesar 76,59 % 
(>70%). 

Kesimpulan Indikator 2.5.   19 /21 = 90,48% (BAIK) 

 

6. Indikator No. 2.6  : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-
investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam 
Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan 
Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya 
Manusia 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

CD BURUK 

 

Selama 5 (lima) tahun terakhir periode 2013-
2017, terdapat Laporan keuangan yang telah 
diaudit sebanyak 1 tahun, yaitu : 

1. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Armandias Laporan 
Auditor Independen Nomor : Lai 134-
kapar-arf-17 tanggal 17 Februari 2017, 
tentang Laporan Auditor Independen 
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 
2013. 

Terdapat laporan yang belum diaudit, berupa 
draft laporan untuk diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik  sebagai berikut : 

1. Draft Laporan Keuangan PT 
Panambangan Untuk Tahun Yang Berakhir 
31 Desember 2015. 

Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah 
diaudit maupun draft tersebut didapatkan 
Kondisi Kesehatan Finansial Perusahaan, 
sebagai berikut : 

1. Opini Kantor Akuntan Publik :  

- Laporan keuangan terlampir 
menyajikan secara wajar, dalam semua 
hal yang meterial, posisi keuangan PT 
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Panambangan tanggal 31 Desember 
2013, serta kinerja Keuangan dan arus 
kas untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal tersebut, sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan Entitas 
Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia. 

Nilai Likuiditas : 

1. Tahun 2013 :  nilai aktiva lancar Rp. 
626.201.702,- dan hutang lancar Rp. 
14.527.125.724,- maka didapatkan nilai  
likuiditas sebesar 4,31% (<100%). 

Nilai Solvabilitas : 

1. Tahun 2013 :  nilai total aktiva Rp. 
2.829.470,- dan total hutang Rp. 
14.527.125.724,-,  maka didapatkan nilai 
solvabilitas sebesar 19,48% (<100%) 

Nilai Rentabilitas : 

1. Tahun 2013 : nilai laba operasi Rp. 
(3.021.734.410,- dan nilai total aktiva Rp. 
(1.927.194.487),- maka didapatkan nilai 
rentabilitas sebesar (68,11)% (negatif) 

 

Berdasarkan data diatas, bahwa kondisi 
kesehatan perusahaan mengacu kepada 
laporan keuangan yang telah diaudit 
didapatkan data Likuiditas <100% (buruk), 
solvabilitas <100% (buruk), rentabilitas 
negatif (buruk), dan opini kantor akuntan 
publik adalah laporan menyajikan wajar 
tanpa pengecualian. 

2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan Pedoman 

Pelaporan Keuangan 

Pemanfaaran Hutan Produksi 

(yang telah diaudit oleh 

akuntan publik) 

CD BURUK Hasil pencermatan terhadap dokumen 
Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Armandias tidak 
memunculkan data rencana dan realisasi 
pengusahaan hutan tahun 2013 (tidak 
ditemukan lampiran dari laporan ini). 

 

2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

CD BURUK 

 

Tidak tersedia Laporan Keuangan yang 
menjabarkan nilai rencana dan realisasi 
biaya, sehingga tidak didapatkan alokasi 
dana yang proporsional. 

2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

CD SEDANG 

 

Tidak terdapat dokumen yang dapat 
memunculkan realisasi kegiatan pengelolaan 
hutan secara keseluruhan. Terdapat rencana 
dan realisasi pendanaan tahun 2014, 2015, 
2016, dan 2017 pada dokumen RKTUPHHK-
HA meliputi : kegiatan pembinaan hutan, 
perlindungan dan pengamanan hutan, kelola 
lingkungan dan kelola sosia / PMDH. 
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Berdasarkan realisasi fisik kegiatan 
perencanaa, kegiatan pembinaan hutan, 
kelola lingkungan dan sosial untuk tahun  
2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 seluruh 
kegiatan mencapai 100%, kecuali kegiatan 
produksi tercapai 76%. 

Berdasarkan wawancara dengan karyawan 
bahwa tidak ada hambatan dalam dukungan 
dana untuk kegiatan, termasuk diantaranya 
gaji dan kebutuhan karyawan. 

Secara umum realisasi biaya kegiatan teknis 
kehutanan berjalan lancar, dan tidak ada 
keluhan dari karyawan mengenai hak-
haknya, namun tidak didukung oleh 
dokumen. 

 

2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

D SEDANG 

 

Berdasarkan Realisasi Biaya TPTI, Non TPTI, 
Perlindungan hutan dan Lingkungan tahun 
2014, 2015, 2016 dan 2017 (Un-auditeed) 
didapatkan modal untuk kegiatan pembinaan 
hutan, perlindungan hutan dan penanaman 
tanah kosong sebagai berikut : 

Tahun Rencana Realisasi Persen 

2014  277.208.903   247.083.212   89,13  

2015  664.140.000   608.360.500   91,60  

2016  790.527.000   797.513.500  100,88  

2017*)  1.119.210.000   1.045.118.000   93,38  

Jumlah  2.851.085.903   2.698.075.212   94,63  

Terealisasi modal kegiatan pembinaan hutan, 
perlindungan hutan dan penanaman tanah 
kosong rata-rata selama 4 (empat) tahun 
terakhir sebesar 94,63% (>80%). 

2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman/ Pembinaan Hutan 

CD BAIK 

 

- Terdapat Laporan Bulanan Bulanan TPTI 
Periode Desember 2013, merupakan 
realisasi RKTUPHHK-HA tahun 2013 

- Terdapat Laporan Bulanan Bulanan TPTI 
Periode Desember 2014, merupakan 
realisasi RKTUPHHK-HA tahun 2014 

- Terdapat Laporan Bulanan Bulanan TPTI 
Periode Desember 2015, merupakan 
realisasi RKTUPHHK-HA tahun 2015 

- Terdapat Laporan Bulanan Bulanan TPTI 
Periode Desember 2016, merupakan 
realisasi RKTUPHHK-HA tahun 2016 

- Terdapat Laporan Bulanan TPTI Periode 
Desember 2017, merupakan realisasi 
RKTUPHHK-HA tahun 2017 
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Berdasarkan laporan-laporan tersebut, 
didapatkan ketercapaian rata-rata dari 
kegiatan pembinaan hutan berupa : 
pengadaan bibit, penanaman pengayaan / 
rehabilitasi, pemeliharaan tanaman 
pengayaan/rehabilitasi, Penanaman Kakija, 
Pemeliharaan tanaman kakija, penanaman 
tanah kosong, dan pemeliharaan tanaman 
tanah kosong, sebagai berikut : 

Tahun 
Realisasi Kegiatan 

Jumlah Persen 

2013 3 66,64 

2014 3 100,00 

2015 7 100,00 

2016 5 105,07 

2017 5 100,04 

Rata-rata  94,35 

Ketercapaian pembinaan hutan rata-rata 
sebesar 94,35% (>80%) dari yang 
direncanakan. 

Kesimpulan Indikator 2.6.   12/21 = 57,14% (BURUK) 

C. KRITERIA EKOLOGI 

1. Indikator No. 3.1  : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada 
Setiap Tipe Hutan 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

D BAIK 

 

Luas kawasan lindung yang ada dalam areal 
PT. Panambangan telah dirinci dalam 
beberapa dokumen antara laindokumen SEL 
PT. Panambangan (1994) yang telah disetujui 
Komisi Pusat Amdal Dephut No. 03/DJ-
VI/Amdal/94 tanggal 20 April 1994 dengan 
luas areal kajian sebesar 65.000 ha dengan 
luas total areal kawasan lindung sebesar 
2.791 ha dan dokumen RKU PT. 
Panambangan tahun 2013 periode 2013-
2022 yang sudah disetujui Menteri Kehutanan 
No.SK.93/BUHA-2/2012 tanggal 21 
Desember 2012 dengan luas total areal 
kawasan lindung sebesar 3.501 ha, dan 
seluruhnya telah sesuai dengan kondisi 
biofisiknya. Guna keperluan operasinal 
lapangan terkait pengelolaan KL, terdapat SK 
Dirut PT. Panambangan No. 05/Kpts-
Dirut/PNB/2014 tanggal 1 April 2014 tentang 
penetapan kawasan lindung di areal 
PT. Panambangan 
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3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 
(persentase yang telah 
ditandai, tanda batas dikenali) 

D BAIK 

 

Prosentase KL yang sudah di tata batas dan 
ditandai di lapangan sampai dengan blok 
RKT 2018 adalah sepanjang 29,2 km (172 %) 
dari yang seharusnya sesuai dengan lingkup 
audit sebanyak 5 blok RKT terakhir, dari blok 
RKT 2014 s.d blok RKT 2018 yakni sepanjang 
17,0 km. Angka prosentase yang melebihi 
100% disebabkan oleh karena penataan 
batas kawasan lindung juga telah 
dilaksanakan di areal kawasan lindung yang 
berada diluar lingkup audit blok RKT selama 
5 tahun terakhir, seperti batas kawasn 
lindung BZ-HL Gunung Gergaji dan batas 
kawasan lindung BZ-HL Sungai Lembok-
Sungai Keraitan. 

3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 
dilindungi 

D SEDANG 

 

- Berdasarkan hasil penafsiran citra yang 
ada, diketahui bahwa terdapat areal 
kawasan lindung yang tidak berhutan 
seluas 1.719,30 ha dengan tutupan 
vegetasi berupa tua (bt) dan belukar muda 
dan semak (bm). Dengan adanya 
kenyataan ini, maka auditee wajib 
melaksanakan terselenggaranya fungsi 
lindung dari areal kawasan lindung yang 
tidak berhutan, antara lain dapat dicapai 
dengan cara menghutankan kembali 
kawasan lindung dengan cara 
penanaman. 

- Berdasarkan hasil perbandingan antara 
Peta RKU yang memuat seluruh areal 
kawasan lindung dan Peta Penafsiran Citra 
Satelit, diketahui bahwa areal kawasan 
lindung yang masih berhutan adalah 
sekitar 1.781,70 ha (50,89%) dari total luas 
areal kawasan lindung sebesar 3.501 ha. 

3.1.4 

Pengakuan para pihak 
terhadap kawasan dilindungi 

CD SEDANG 

 

- Terdapat pengakuan akan keberadaan 
areal kawasan lindung dari para pihak, 
seperti pengakuan dari pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah yang diwujudkan 
dalam bentuk-bentuk pengesahan 
dokumen rencana kerja RKU maupun 
RKT, dan dari masyarakat sekitar telah 
tersedia beberapa BA dan terkait 
sosialisasi keberadaan areal kawasan 
lindung yang ada dalam areal PT. 
Panambangan, yakni dari Desa Tepian 
Langsat. 

- Terkait dengan pengakuan masyarakat 
sekitar terhadap keberadaan areal 
kawasan lindung, PT. Panambangan telah 
melakukan upaya untuk mendapat 
pengakuan ini, khususnya dari desa-desa 
yang merupakan desa binaan PT. 
Panambangan, dengan cara 
melaksanakan sosialisasi akan 
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keberadaan kawasan lindung yang 
dilakukan bersamaan dengan sosialisasi 
RKT dan visi misi perusahaan. Sosialisasi 
tersebut baru mencakup satu desa dari 2 
(dua) desa yang termasuk desa binaan 
PT. Panambangan 

3.1.5 

Laporan pengelolaan 
kawasan lindung hasil tata 
ruang areal/land scaping 
sesuai RKL/RPL dan/atau tata 
ruang yang ada di dalam RKU 

D BAIK PT. Panambangan telah membuat laporan 
pengelolaan kawasan lindung yang 
mencakup seluruh jenis kawasan lindung 
yang ada di arealnya, yakni pengelolaan 
sempadan sungai, pengelolaan BZ-HL (JL G. 
Gergaji dan HL S. Lembok Hulu-S. Keraitan), 
dan pengelolaan areal KPPN 

Kesimpulan Indikator 3.1.   24/27 = 88,89% (BAIK) 

2. Indikator No. 3.2  : Perlindungan dan pengamanan hutan 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1 

Ketersediaan prosedur 
perlindungan yang sesuai 
dengan jenis-jenis gangguan 
yang ada 

D SEDANG PT. Panambangan telah memiliki SOP terkait 
perlindungan dan pengamanan hutan yang 
mencakup jenis-jenis gangguan yang ada di 
arealnya, tetapi khusus untuk SOP 
Pencegahan dan penanggulangan bahaya 
kebakaran (No. SO-5-03, revisi ke-01) dan 
SOP Perlindungan hutan (No. SO-5-15, revisi 
ke-01) yang lebih fokus membahas tentang 
upaya pencegahan dan pengendalian 
kebakaran hutan belum mengacu ke Permen 
LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang 
pengendalian kebakaran hutan dan lahan, 
terkait sarana-prasarana yang dibutuhkan, 
SDM dan kompetensi personil yang 
diperlukan, serta kegiatan-kegiatan minimal 
yang perlu dilakukan dalam rangka upaya 
pencegahan dan pengendalian kebakaran 
hutan dan lahan 

3.2.2 

Sarana prasarana 
perlindungan gangguan hutan 

D SEDANG PT. Panambangan telah memiliki sarana 
prasarana perlindungan hutan, tetapi belum 
sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 
tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran 
Hutan dan Lahan 

3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

D SEDANG - PT. Panambangan telah memiliki personil 
perlindungan dan pengamanan hutan 
khususnya regu inti Satgasdamkarhutla 
dengan jumah seluruh personil sebanyak  
21 orang, yang terdiri dari 5 (lima) orang 
berdasarkan organisasi pendukung, dan 
16 orang tim regu inti, yang terdiri dari 
seorang Ketua Regu dan 15 orang 
anggota regu. Dari keseluruhan personil 
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Satgasdamkarhutla, baru 5 (lima) orang 
yang memiliki bukti kompetensi dalam 
kegiatan pengendalian kebakaran hutan 
dan lahan berupa sertifikat damkar. 

- Berdasarkan surat Kesepahaman Bersama 
antara PT. Segara Indochem Group dan 
PT. Panambangan No. 06/SINDO/I/2017 
dan No. 03/PNB/I/2017 tanggal 12 Januari 
2017 tentang pengamanan terpadu terkait 
patroli pengamanan terpadu penggunaan 
jalan koridor secara bersama-sama antara 
PT. Segara Indochem Group, 
PT. Kedungmadu Tropical Wood dan PT. 
Panambangan, berdasarkan hasil uji petik 
lapangan, pos jaga dari pengamanan 
terpadu tersebut berada di jalan koridor 
km 17, termasuk kedalam areal PT. 
Segara Indochem Group. 

- PT. Panambangan belum membentuk 
regu pendukung dan regu perbantuan 
(MPA-Masyarakat Peduli Api) dalam 
rangka mendukung kegiatan pencegahan 
dan pengendalian kebakaran hutan dan 
lahan. 

3.2.4 

Implementasi perlindungan 
gangguan hutan (preemptif/ 
preventif/ represif) 

D SEDANG - PT. Panambangan telah melakukan 
implementasi kegiatan perlindungan hutan 
melalui beberapa kegiatan, antara lain: 
(a) telah menyediakan sistem 
perlindungan hutan berupa prosedur-
prosedur (SOP) terkait perlindungan dan 
pengamanan hutan, (b) telah 
menyediakan sarana prasarana 
perlindungan hutan, yang terdiri dari 
sarana damkarhutla dan sarana satpam, 
(c) telah menyediakan personil 
perlindungan hutan yakni personil 
Satgasdamkarhutla dan personil satpam 
PH, (d) terdapat plang tanda/informasi 
memasuki areal PT. Panambangan, 
(e)tTerdapat plang 
informasi/himbauan/larangan terkait 
perlindungan hutan (ancaman kebakaran, 
perlindungan flora dan fauna), dan 
(f) berdasarkan surat Kesepahaman 
Bersama antara PT. Segara Indochem 
Group dan PT. Panambangan No. 
06/SINDO/I/2017 dan No. 03/PNB/I/2017 
tanggal 12 Januari 2017 tentang 
pengamanan terpadu terkait patroli 
pengamanan terpadu penggunaan jalan 
koridor secara bersama-sama antara PT. 
Segara Indochem Group, 
PT. Kedungmadu Tropical Wood dan PT. 
Panambangan, berdasarkan hasil uji petik 
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lapangan, pos jaga dari pengamanan 
terpadu tersebut berada di jalan koridor 
km 17, termasuk kedalam areal PT. 
Segara Indochem Group. 

- Lebih jauh, implementasi kegiatan 
perlindungan hutan yang belum 
sepenuhnya sesuai dengan peraturan 
yang berlaku, khususnya Permen LHK No. 
P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016, seperti 
(a) berdasarkan Perdirjen PHKA No. 
P.24/IV-SET/2014 tanggal 29 Desember 
2014, perusahaan harus membuat laporan 
secara rutin ke instansi terkait tentang 
upaya pengendalian dan pencegahan 
kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, 
PT. Panambangan belum membuat dan 
menyampaikan laporan bulanan upaya 
pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran hutan ke Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur atau instansi 
terkait  lainnya, (b) PT. Panambangan 
belum membentuk regu pendukung dan 
regu perbantuan (MPA) dalam rangka 
menunjang upaya pencegahan dan 
pengendalian kebakaran hutan, (c) PT. 
Panambangan belum melakukan 
sosialisasi secara langsung ke desa-desa 
yang merupakan desa binaan perusahaan 
(Desa Tepian Langsat dan Desa Keraitan), 
(d) PT. Panambangan belum melakukan 
deteksi dini melalui pemantauan hotspot 
dengan memanfaatkan citra sateli, dan 
(e) berdasarkan PP No. 45 tahun 2004, 
maka PT. Panambangan belum 
sepenuhnya melakukan inventarisasi 
lokasi rawan kebakaran, dan inventarisasi 
factor penyebab kebakaran, yang 
dituangkan dalam bentuk Peta Rawan 
Kebakaran dengan tambahan informasi 
didalamnya seperti jalur-jalur patroli atau 
informasi penting lainnya seperti lokasi 
embung air, atau lokasi pos pantau, serta  
melakukan sosialisasi Peta Rawan 
Kebakaran tersebut kepada regu 
Satgasdamkarhutla. 

Kesimpulan Indikator 3.2.   16/24 = 66,67% (SEDANG) 
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3.3.1 

Ketersediaan prosedur 
pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah & air 

D SEDANG 

 

PT.Panambangan telah memilikisejumlah 
prosedur pengelolaan dan 
pemantauanterhadap sebagian dampak 
terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan 
hutan, sebagaimana yang terdapat dalam 
dokumen RKL-RPL (1995). SOP yang belum 
ada sesuai dengan rencana pengelolaan dan 
rencana pemantauan yang terdapat dalam 
dokumen perencanaan dan/atau peraturan 
yang berlaku, antara lain: (a) SOP terkait 
penanganan LB3, (b) SOP terkait 
pemantauan kawasan lindung, dan (c) SOP 
terkait Pemantauan kualitas fisik kimia tanah 
(kesuburan tanah). 

3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 

D SEDANG 

 

PT. Panambangan telah meiliki sarana 
pengelolaan dan pemantauan dampak tetapi 
belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen 
perencanaan, peraturan yang berlaku, 
dan/atau SOP yang ada. Sarana yang belum 
ada dan/atau yang masih kurang, antara lain 
(a) PT. Panambangan belum memiliki ijin 
TPS limbah dari instansi terkait, dan (b) PT. 
Panmbangan belum memiliki sarana SPAS 
sebagaimana terdapat dalam SOP 
Pembangunan dan pengolahan data SPAS 
(No. SO-5-12, revisi ke-01) 

3.3.3 

SDM pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 

D SEDANG 

 

- PT. Panambangan telah memiliki personil 
untuk kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan dampak, dengan jummlah 
Ganis PHPL Binhut sebanyak 1 (satu) 
orang dari jumlah minimal 2 (dua) orang 
sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan 
peraturan yang berlaku. 

- Terdapat surat dari BPHP Wil. XI 
Samarinda No. S.211/BPHP.XI-3/2018 
tanggal 5 April 2018 perihal Panggilan 
Peserta Diklat GanisPHPL, salah satu 
nama yang disebutkan dalam surat 
tersebut adalah L.. Budiarto yang berasal 
dari PT. Panambangan. Selain itu, juga 
terdapat Surat Tugas dari Kepala Kantor 
PT. Panambangan No. 
009/ST/PNB/IV/2018 tanggal 12 April 2018 
tentang pemberian tugas kepada 
L. Budiarto (Kasie Persemaian PT. 
Panambangan) untuk mengikuti Diklat 
Ganis PHPL Binhut yang diadakan oleh 
BPHP Wil. XI Samarinda. 

3.3.4 

Rencana dan implementasi 

D SEDANG 

 

PT. Panambangan telah memiliki dokumen 
rencana pengelolaan dampak yakni RKL 
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pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan air (teknis 
sipil dan vegetatif) 

(1995) dan RKU (2013) dan 
sudahdiimplementasikan sebagian. Yang 
belum dan/atau masih kurang antara lain 
(a) pembinaan kawasan lindung dengan 
penanaman terutama areal KL yang tidak 
berhutan, (b) pembuatan tanggul 
perlindungan, khususnya di areal jalan yang 
melewati atau memotong tebing, 
(c) pembuatan bangunan aliran air (down 
spout), (d) Laporan pelaksanaan RKL-RPL 
belum mengacu pada Kepmen LH No. 45 
tahun 2005 yang menyajikan evauasi 
kecenderungan, evaluasi tingkat kritis dan 
evaluasi penaatan. Evaluasi ini didasarkan 
pada ketersediaan data periodik hasil 
pemantauan (time series data), dan 
(e) pengelolaan LB3 belum sepenuhnya 
sesuai dengan peraturan yang berlaku, 
antara lain belum memiliki izin TPS limbah 
dari instansi terkait, lantai dasar bengkel 
masih dari tanah dan belum kedap air, dan 
masih ditemukan ceceran bbm solar dari 
tempat penampungannya di camp km 86, 
terutama ceceran bbm solar disekitar tangki 
penampung dan di sekitar pipa pengeluaran 
bbm 

3.3.5 

Rencana dan implementasi 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 

D BAIK PT. Panambangan telah memiliki 
dokumenrencana pemantauan dampak yakni 
RPL (1995) dan RKU (2013) dan 
sudahdiimplementasikan sebagian. Yang 
belum dan/atau masih kurang antara lain 
(a) data hasil pemantauan belum tersedia 
secara periodik/time series dari bak erosi, stik 
pengukur tinggi muka air sungai dan debit, 
ataupun dari alat penakar hujan Ombrometer, 
(b) pemantauan kawasan lindung 
(peningkatan kualitas, keamanan flora dan 
fauna), (c) pemantauan debit dengan 
menggunakan sarana SPAS sebagaimana 
terdapat dalam SOP Pembangunan dan 
pengolahan data SPAS (No. SO-5-12, revisi 
ke-01). 

3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan 
air 

D SEDANG - Terdapat indikasi terjadinya dampak yang 
besar dan penting terhadap tanah dan air, 
serta ada upaya pengelolaan dampak 
sesuai ketentuan 

- Berdasarkan hasil observasi lapangan, di 
sepanjang kanan-kiri jalan angkutan yang 
dilewati banyak ditemukan tanda-tanda 
telah terjadinya erosi yang cukup besar. 
Begitu juga dalam areal blok tebangan, 
salah satunya didalam areal blok tebagan 
RKT 2015 pada koordinat sekitar N 
00059’34” dan E 117018’30”. 
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- Berdasarkan hasil pemantauan erosi 
dengan menggunakan bak pantau erosi di 
blok RKT 2015 dan blok RKT 2017, 
diketahui bahwa laju erosi di areal bekas 
tebangan berkisar dari kelas erosi sedang 
sampai kelas erosi sangat ringan yang 
ditera berdasarkan kriteria kelas erosi dari 
Ditjen RRL Dephut, 1998. Namun jika hasil 
perhitungan laju erosi ini ditera dengan 
menggunakan peraturan yang lebih baru, 
yakni PP 150 tahun 2000 tentang 
Pengendalian Kerusakan Tanah untuk 
Produksi Biomassa, maka nilai laju erosi 
yang diperoleh tergolong kelas erosi 
sangat berat sampai kelas erosi berat. 

- Hasil pengamatan di beberapa sungai 
yang dilintasi jalan angkutan, seperti 
Sungai km 86 posisi koordinat sekitar N 
01003’37” dan E 117022’38” dan Sungai 
Pasir Putih posisi koordinat sekitar N 
01001’19” dan E 117020’49”, secara 
umum terlihat kondisi air sungai yang 
cukup jernih walaupun terlihat terlihat 
tanda-tanda telah terjadinya sedimentasi 
hasil erosi dan bidang tanah di atasnya. 

- Berdasarkan hasil observasi lapangan, 
ditemukan antara lain lantai dasar bengkel 
di camp 86 masih dari tanah dan belum 
kedap air sehingga ceceran oli langsung 
jatuh ke atas tanah. Selain itu juga 
ditemukan ceceran oli bekas di atas tanah 
di sekitar areal drum penampungan oli 
bekas. Selain itu juga ditemukan ceceran 
bbm solar disekitar tangki penampungan 
bbm di area camp km 86. 

Kesimpulan Indikator 3.3.   24/36 = 66,67% (SEDANG) 

4. Indikator No. 3.4  : Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau 
Langka (endangered), Jarang (rare), Terancam Punah 
(threatened) dan Endemik 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1 

Ketersediaan prosedur 
identifikasi flora dan fauna 
yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam 
punah dan endemik mengacu 
pada perundangan/ peraturan 
yang berlaku 

D SEDANG PT. Panambangan telah memiliki 3 (tiga) 
buah prosedur identifikasi untuk flora dan 
fauna dilindungi, yakni (a) SOP Identifikasi 
satwa liar langka (No. SO-5-05, revisi ke-01). 
SOP ini berisi kegiatan identifikasi terhadap 
jenis mamalia, burung, reptil, dan ikan. SOP 
ini belum mengacu secara explisit ke 
peraturan yang berlaku dalam rangka 
penetapan status konservasi satwa yang 
ditemukan, antara lain (a) PP No. 7 tahun 
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1999, (b) Appendix CITES, dan (c) IUCN 
Redlist, (b) SOP Identifikasi flora dilindungi 
(No. SO-5-16, revisi ke-01). SOP ini berisi 
kegiatan identifikasi flora yang dilindungi 
sesuai dengan peraturan yang berlaku 
seperti PP No. 7 tahun 1999, Appendix 
CITES, dan IUCN Redlist, tetapi SOP ini 
masih berlaku umum, belum memuat rincian 
proses dan langkah untuk identifikasi 
masing-masing jenis flora seperti jenis 
pohon, climber, epifit, paku-pakuan, perdu, 
semak, dll, dan (c) SOP Identifikasi fauna 
dilindungi (No. SO-5-17, revisi ke-01). SOP ini 
berisi kegiatan identifikasi fauna yang 
dilindungi sesuai dengan peraturan yang 
berlaku seperti PP No. 7 tahun 1999, 
Appendix CITES, dan IUCN Redlist, tetapi 
SOP ini masih berlaku umum, belum memuat 
rincian proses dan langkah untuk identifikasi 
masing-masing jenis fauna seperti mamalia, 
burung, reptil, ampibi, dan ikan 

3.4.2 

Implementasi kegiatan 
identifikasi 

D SEDANG Kegiatan identifikasi flora dan fauna yang 
sudah dilakukan oleh PT. Panambangan 
terekam dalam 2 (dua) buah dokumen, yakni 
(a) dokumen SEL tahun 1994), dan (b) 
Laporan identifikasi flora dan fauna i areal 
KPPN tahun 2015. Hasil identifikasi flora dan 
fauna dilindungi terkini yang ditemukan 
belum sepenuhnya dirinci status 
perlindungannya menurut PP No. 7 tahun 
1999, tingkat kerawanannya menurut IUCN 
Red List, aturan perdagangannya menurut 
Appendix CITES, maupun sifat endemiknya 

Kesimpulan Indikator 3.4.   8/12 = 66,67% (SEDANG) 

 
5. Indikator No. 3.5 : Pengelolaan Flora untuk: 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, 
dan bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau 
jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.5.1 

Ketersedian prosedur 
pengelo-laan flora yang 
dilindungi mengacu pada 
peraturan perundangan yang 
berlaku 

 

D SEDANG 

 

PT. Panambangan telah memiliki prosedur 
pengelolaan flora jenis yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal pemegang 
izin yakni SOP Pengelolaan flora dilindungi 
(No. SO-5-20, revisi ke-01). SOP ini masih 
bersifat umum, dengan kata lain pengelolaan 
flora dilindungi yang akan dilakukan belum 
berbasis pada jenis flora dilindungi 
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berdasarkan hasil identifikasi 

3.5.2 

Implementasi kegiatan 
pengelolaan flora sesuai 
dengan yangdirencanakan 

D SEDANG 

 

PT. Panambangan baru melakukan sebagian 
dari semua bentuk-bentuk kegiatan 
pengelolaan flora yang ada didalam 
dokumen perencanaan dan/atau SOP yang 
ada. Kegiatan yang belum dan/atau masih 
kurang antara lain: (a) PT. Panambangan 
belum melakukan kegiatan sosialisasi baik 
langsung maupun tidak langsung berupa 
pemasangan spanduk dan/atau papan 
informasi/himbauan/larangan terkait flora 
dilindungi, (b) Membuat peta penyebaran 
flora dilindungi, (c) Melakukan patroli atau 
pemantauan berkala di areal kawasan 
lindung, (d) melakukan kegiatan rehabilitasi, 
apabila dijumpai kondisi tapak dimana flora 
dilindungi tersebut berada, untuk 
memastikan bahwa flora dilindungi tersebut 
aman dari gangguan, misalnya dengan 
melakukan penanaman jenis dilindungi pada 
areal kawasan linung yang tidak berhutan, 
dan (e) pengelolaan flora dilindungi yang 
telah dilakukan mash bersifat umum dan 
belum berbasis jenis, misalnya salah satunya 
dengan menyediakan jenis-jenis flora 
dilindungi di areal persemaian. 

3.5.3 

Kondisi spesies flora 
dilindungi dan/atau jarang, 
langka dan terancam punah 
dan endemik 

D BAIK 

 

- Berdasarkan informasi yang diperoleh saat 
konsultasi publik yang dihadiri oleh 
perwakilan masyarakat dari Desa Tepian 
Langsat dan Desa Keraitan diketahui 
bahwa tidak ada masyarakat yang 
melakukan kegiatan ilegal logging, 
perambahan, dan/atau kegiatan 
perladangan di dalam areal PT. 
Panambangan, karena lokasi areal PT. 
Panambangan cukup jauh dari areal 
pemukiman. Lebih jauh, berdasarkan hasil 
observasi lapangan tidak ditemukan 
adanya tanda-tanda kegiatan masyarakat 
seperti kegiatan ilegal logging, 
perambahan, dan/atau kegiatan 
perladangan didalam areal PT. 
Panambangan. Saat melakukan observasi 
lapangan, ditemukan 2 (dua) buah pohon 
jenis ulin dan bijinya dibawah pohon yang 
ada di dalam blok RKT 2017 masing-
masing pada posisi koordinat sekitar N 
01001’26” dan E 117017’42” dan posisi 
koordinat sekitar N 01001’26” dan E 
117017’43”. 

- Berdasarkan hasil konsultasi publik juga 
diketahui bahwa masyarakat sekitar masih 
memanfaatkan HHBK seperti sarang 
burung yang terdapat dalam goa-goa di 
gunung karst, pencarian gaharu dan 
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madu, tetapi berdasarkan hasil identifikasi 
yang sudah dilakukan, sebagaimana 
sudah dibahas dalam verifier 3.4.2, jenis 
gaharu tidak/belum ditemukan dalam areal 
PT. Panambangan. Secara umum, kondisi 
areal kawasan lindung maupun jenis-jenis 
flora dilindungi sampai sejauh ini 
tergolong aman. 

- Kesimpulan auditor, adalah tidak terdapat 
gangguan terhadap kondisi species flora 
dilindungi dan/atau jarang, langka dan 
terancam punah dan endemik yang 
terdapat di areal pemegang izin. 

 

Kesimpulan Indikator 3.5.   14/18 =77,78% (SEDANG) 

6. Indikator No. 3.6  : Pengelolaan Fauna untuk: 
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, 

dan bagian yang tidak rusak 
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.6.1 

Ketersedian prosedur 
pengelolaan fauna yang 
dilindungi mengacu pada 
peraturan perundangan yang 
berlaku, dan tercakup 
kegiatan perencanaan, 
pelaksana, kegiatan, dan 
pemantauan) 

D SEDANG 

 

PT. Panambangan telah memiliki prosedur 
pengelolaan fauna jenis yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal pemegang 
izin yakni SOP Pencegahan perburuan satwa 
liar (No. SO-5-18, revisi ke-01) dan SOP 
Pengelolaan fauna dilindungi (No. SO-5-21, 
revisi ke-01), namun SOP Pengelolaan fauna 
dilindungi (No. SO-5-21, revisi ke-01) masih 
bersifat umum, dengan kata lain pengelolaan 
fauna dilindungi yang akan dilakukan belum 
berbasis pada jenis fauna dilindungi 
berdasarkan hasil identifikasi 

 

3.6.2 

Realisasi pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan fauna 
sesuai dengan yang 
direncanakan 

D SEDANG 

 

PT. Panambangan baru melakukan sebagian 
dari semua bentuk-bentuk pengelolaan fauna 
yang ada didalam SOP. Kegiatan 
pengelolaan fauna yang belum dan/atau 
masih kurang antara lain: (a) membuat peta 
penyebaran fauna dilindungi berdasarkan 
hasil identifikasi (pertemuan langsung, jejak, 
feses, bulu, dll), (b) melakukan patroli atau 
pemantauan berkala di areal kawasan 
lindung, (c) melakukan kegiatan rehabilitasi, 
apabila dijumpai kondisi tapak dimana fauna 
dilindungi tersebut berada, untuk 
memastikan bahwa fauna dilindungi tersebut 
aman dari gangguan, misalnya dengan 
melakukan penanaman pada areal kawasan 
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linung yang tidak berhutan, (d) pengelolaan 
fauna dilindungi yang telah dilakukan belum 
sepenuhnya berbasis jenis, misalnya dengan 
menyediakan jenis-jenis flora yang dapat 
berfungsi sebagai pakan satwa di areal 
persemaianuntuk selanjutnya ditanam atau 
menuliskan semua jenis-jenis fauna 
dilindungi yang terdapat dalam areal 
PT. Panambangan pada spanduk dan/atau 
papan informasi/banner/himbauan/larangan 
terkait fauna dilindungi. 

3.6.3 

Kondisi species fauna 
dilindungi dan/atau jarang, 
langka dan terancam punah 
dan endemik 

D SEDANG 

 

- Berdasarkan hasil konsultai publik, 
diperoleh informasi bahwa masyarakat 
sekitar areal PT. Panambangan masih 
memanfaatkan HHBK seperti sarang 
burung dalam goa-goa (terdapat kawasan 
pelestarian goa yang tidak boleh diganggu 
berdasarkan kesepakatan antara 
masyarakat desa dan perusahaan), 
mencari madu, dan mencari gaharu. 
Selain itu juga diketahui bahwa 
masyarakat Desa Kraitan tidak ada lagi 
yang melakukan kegiatan berburu, tetapi 
masyarakat Desa Tepian Langsat masih 
biasa melakukan kegiatan berburu dengan 
menggunakan jerat, dan satwa yang biasa 
mereka peroleh adalah rusa dan kancil 

- Kesimpulan auditor adalah terdapat 
gangguan terhadap sebagian species 
fauna dilindungi dan/atau jarang, langka 
dan terancam punah dan endemik yang 
terdapat di areal pemegang izin. 

Kesimpulan Indikator 3.6.   12/18 = 66,67% (SEDANG) 

D. KRITERIA SOSIAL 

1. Indikator No. 4.1  : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ 

pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan 

atau masyarakat setempat. 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Ketersediaan 
dokumen/laporan mengenai 
pola penguasaan dan 
pemanfaatan SDA/SDH 
setempat, identifikasi hak-hak 
dasar masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat 
setempat, dan rencana 
pemanfaatan SDH oleh 

D SEDANG Berdasarkan Peta Lokasi Binaan Sebaran 
Desa Kec. Bengalon PT PNBG skala 1 : 
500.000, areal PT PNBG sebagian besar 
masuk wilayah administrasi desa Tepian 
Langsat dan sebagian kecil masuk wilayah 
desa Keraitan Kecamatan Bengalon Kab. 
Kutim. 

Dokumen PT  PNBG terkait pola penguasaan 
dan pemanfaatan SDA/SDH setempat,    
identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum 
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pemegang izin. 

 

adat dan atau masyarakat setempat tertuang 
dalam Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan 
HPH PT Panambangan (disusun Tahun 1994) 
dan Dokumen RKUPHHK-HA PT PNBG 
Periode Tahun 2013-2022. Namun dokumen 
yang ada belum memberikan informasi yang 
cukup terkait pola penguasaan dan 
pemanfaatan SDA/SDH setempat,    
identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum 
adat atau masyarakat setempat. 

Sedangkan dalam rencana pemanfaatan 
SDH PT  PNBG dituangkan dalam dokumen 
RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022 
yang telah mendapat pengesahan, 
RKTUPHHK-HA Tahun 2013 - 2017  yang 
telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi 
Kaltim dan untuk Kelola Sosial tersedia 
Rencana Operasional PMDH PT PNBG Tahun 
2014 – 2017(RO PMHD Tahun 2013 tidak 
tersedia). 

PT PNBG memiliki sebagian 
dokumen/laporan terkait denganpola 
penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 
setempat, identifikasi hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan atau masyarakat 
setempat. 

4.1.2. 

Tersedia mekanisme 
pembuatan batas /rekon-
struksi batas kawasan secara 
partisipatif dan penyelesaian 
konflik batas kawasan 

 

CD BAIK PT PNBG  memiliki mekanisme penataan 
batas /rekonstruksi batas kawasan secara 
partisipatif dan penyelesaian konflik batas 
kawasan yang lengkap  dan disepakati para 
pihak yang dituangkan dalam Prosedur Tata 
Batas Partisipatif IUPHHK, Prosedur Deliniasi 
Kawasan Komunitas Setempat, SPO 
Penentuan Batas Partisipatif, Prosedur 
Penyelesaian Konflik dan SPO Resolusi 
Konflik. 

Hasil telaahan terhadap SOP PT PNBG yang 
ada, SOP tersebut telah sesuai dan relevan 
dengan kondisi yang ada di lapangan.  

4.1.3. 

Tersedia mekanisme 
pengakuan hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan 
masyarakat setempat dalam 
perencanaan pemanfaatan 
SDH 

 

D BAIK PT PNBG memiliki mekanisme terkait  
pengakuan terhadap hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan masyarakat 
setempat dalam perencanaan pemanfaatan 
SDH yang legal, lengkap dan jelas 
dituangkan dalam : Prosedur Akses 
Masyarakat Terhadap Hutan, SPO Akses 
Masyarakat Terhadap Hutan, SPO 
Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan 
dengan Masyarakat dan SPO Indentifikasi 
Hak-hak Dasar Masyarakat Adat. 

Hasil telaahan terhadap SOP PT PNBG yang 
ada, SOP tersebut telah sesuai dan relevan 
dengan kondisi yang ada di lapangan.  
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4.1.4. 

Terdapat batas yang 
memisahkan secara tegas 
antara kawasan/areal kerja 
unit manajemen dengan 
kawasan kehidupan 
masyarakat. 

CD SEDANG Berdasarkan Peta Lokasi Binaan Sebaran 
Desa Kec. Bengalon PT PNBG skala 1 : 
500.000, areal PT PNBG sebagian besar 
(sekitar 80 %) masuk wilayah administrasi 
Desa Tepian Langsat dan  sisanya masuk 
wilayah Desa Keraitan Kecamatan Bengalon 
Kab. Kutim, namun penataan batasnya di 
lapangan belum dilakukan. 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat 
Desa Tepian Langsat dan Desa Keraitan 
diperoleh informasi bahwa masyarakat 
membenarkan  terkait keberadaan areal PT 
PNBG sebagian besar berada di wilayah 
administrasi Desa Tepian Langsat, namun 
belum diketahui secara detail batas/luas yang 
masuk pada masing- masing desa tersebut. 

Hasil pengecekan lapangan pada areal PT 
PNBG tidak ditemukan kegiatan perladangan 
dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat 
sekitar dikarenakan areal PT PNBG berada 
cukup jauh dari lokasi desa mereka dan 
aksesnya tidak ada serta masyarakat banyak 
yang terlibat dengan keberadaan Perusahaan 
Sawit yang ada di sekitar desa mereka. 

PT PNBG  memiliki  sebagian bukti terkait 
luas dan batas areal dengan batas kawasan 
yang dimiliki oleh masyarakat setempat. 

4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 
pihak atas luas dan batas 
areal kerja IUPHHK/KPH 

 

CD  BAIK 

 

Hasil telaahan terhadap dokumen dan  
wawancara dengan wakil masyarakat sekitar 
areal diperoleh informasi bahwa dalam 
kegiatan operasionalnya  PT PNBG  telah 
mendapat persetujuan dan dukungan dari 
para pihak dalam hal ini pemerintah pusat, 
pemerintah daerah dan masyarakat sekitar 
areal, yang dibuktikan dengan masih 
berlangsungnya kegiatan operasional 
perusahaan dan terdapat beberapa Berita 
Acara Kerjasama/Kesepakatan dengan 
masyarakat yang ada disekitar areal.  

Masih terdapat potensi konflik terkait 
penentuan besarnya nilai kompensasi 
dengan masyarakat sekitar namun sejauh ini 
masih dapat diselesaikan dengan baik. 

Kesimpulan Indikator 4.1.   18/21 = 85,71% (BAIK) 
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NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 
menyangkut tanggung jawab 
sosial pemegang izin sesuai  
dengan peraturan perun-
dangan yang relevan/berlaku. 

D SEDANG 

 

PT  PNBG memiliki sebagian dokumen  
terkait tanggung jawab sosial pemegang izin 
sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku/relevan meliputi dokumen SK 
IUPHHK HA, RKUPHHK HA periode 2013-
2022, RKTUPHHK HA Tahun 2013 – 2017, 
Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial 
Tahun 2014-2017, Laporan PMDH/Kelola 
Sosial PT PNBG Tahun 2013 – 2017 dan 
Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana 
Kompensasi Kayu Bulat PT PNBG kepada 
Masyarakat sekitar. 

Hasil telaahan terhadap Laporan PMDH PT 
PNBG yang ada, Realisasi kegiatan 
PMDH/Kelola Sosial yang telah dilakukan 
oleh PT PNBG hanya sebagian yang 
dilengkapi dengan bukti-bukti 
administrasinya (seperti BA Serah Terima 
Bantuan dan bukti-bukti lainnya).    

4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 
pemenuhan kewajiban sosial 
pemegang izin terhadap 
masyarakat 

D BAIK 

 

PT.  PNBG  memiliki mekanisme yang 
lengkap, legal  dan jelas  terkait dengan 
pemenuhan kewajiban sosial  terhadap 
masyarakat  yang tertuang dalam beberapa 
SOP antara lain : Prosedur Pembinaan 
Masyarakat Desa Sekitar Hutan/PMDH, SPO 
Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SPO 
Pembayaran Dana Kompensasi dan SPO 
Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan 
dengan Masyarakat. 

4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai hak 
dan kewajiban pemegang izin 
terhadap masyarakat dalam 
mengelola SDH. 

D SEDANG Berdasarkan telaahan terhadap dokumen 
terkait Sosialisasi PT PNBG selama 5 tahun 
terakhir (2013 – 2017), PT PNBG memiliki 
sebagian bukti terkait pelaksanaan kegiatan 
sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak 
dan kewajiban terhadap masyarakat dalam 
mengelola Sumber Daya Hutan tertuang 
dalam: 

1. BA Sosialisasi RKT 2014, Kawasan 
Lindung, Kelola Sosial dan Visi Misi PT 
Penambangan Tahun 2014 

2.  BA Sosialisasi RKT 2015, Kawasan 
Lindung, Kelola Sosial dan Visi Misi PT 
Penambangan Tahun 2015 

3. BA Sosialisasi RKT 2016, Kawasan 
Lindung, Kelola Sosial dan Visi Misi PT 
Penambangan Tahun 2016 

4. BA Sosialisasi RKT 2017, Kawasan 
Lindung, Kelola Sosial dan Visi Misi PT 
Penambangan Tahun 2017 

5. BA Sosialisasi RKT 2018, Kawasan 
Lindung, Kelola Sosial dan Visi Misi PT 
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Penambangan Tahun 2018 
Hasil wawancara dengan Wakil Masyarakat 
Desa  Tepian Langsat dan Desa Keraitan 
diperoleh informasi bahwa selama 5 tahun 
terakhir, PT PNBG telah melakukan beberapa 
kali sosialisasi di desa Tepian Langsat 
sebelum melakukan kegiatan penebangan/ 
produksi,  sedangkan sosialisasi di desa 
Keraitan tidak tersedia BA sosialisasinya 
hanya berupa pemberitahuan saja.  

4.2.4. 

Realisasi pemenuhan 
tanggung jawab sosial 
terhadap masyarakat 
/implementasi hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan 
masyarakat setempat dalam 
pengelolaan SDH 

D SEDANG Pemenuhan tanggung jawab sosial PT PNBG   
terhadap masyarakat yang berada di sekitar 
areal selama 5 tahun terakhir (2013 – 2017) 
meliputi : 

1. Rekap Rencana dan Realisasi Kegiatan 
PMDH PT PNBG Tahun 2013 – 2017. 

Kegiatan PMDH PT PNBG meliputi 
beberapa aspek kegiatan diantaranya 
Pertanian Menetap, Peningkatan Ekonomi, 
Pengembangan Sarana Prasarana, Sosial 
Budaya dan Konservasi SDH.  
Berdasarkan data diatas, realisasi kegiatan 
PMDH pada lima tahun terakhir sebesar 
Rp 1.457.884.000,- dari Rp 1.667.250.000,- 
yang direncanakan (87,44%), dimana 
kegiatan terbesar pada aspek Peningkatan 
Ekonomi (berupa Bantuan Dana 
Kompensasi dan Bantuan kepada 
Kelompok Tani), akan tetapi bukti-bukti 
kegiatan kegiatan sosial hanya ada 
sebagian saja. 
Berdasarkan pernyataan Kepala Desa dan 
Tokoh Masyarakat Desa Tepian Langsat 
dan Desa Keraitan kegiatan PMDH yang 
dirasakan masyarakat meliputi Bantuan 
Dana  Kompensasi, Bantuan kepada 
Kelompok Tani untuk budidaya Perikanan 
dan Pertanian serta kegiatan sosial 
budaya sesuai proposal yang diajukan 
pihak masyarakat. 

2. Rekap Pembayaran Fee Kompensasi 
tahun 2013 – 2018 ke Desa Tepian 
Langsat dan Keraitan. 

 
Tahun 
RKT 

Volume 
(M3) 

Nilai 
(Rp) 

Tanggal 
Bayar 

2013 Tidak ada kegiatan RKT 

2014 16.624,22 49.872.600 2/12/14 

2015 40.967,65 172.902.950 21/12/15 

2016 36.768,87 160.306.610 26/12/16 

2017 93.962,90 169.888.700 27/12/17 

2018 - 50.000.000 25/4/18 
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Note : Fee Kompensasi untuk desa Tepian Langsat           
dan desa Keraitan  

3. Berita Acara Penyerahan Bantuan Dana 
Kompensasi Kayu Bulat PT PNBG kepada 
Masyarakat Desa Karangan Dalam dan 
Desa Karangan Hilir (terdapat bukti 
sebagian saja). 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
masyarakat sekitar areal pada acara 
konsultasi publik, terkait   pembayaran 
Kompensasi dari PT  PNBG ke masyarakat 
hingga saat ini masih lancar. 

PT PNBG memiliki sebagian bukti terkait 
realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial 
terhadap masyarakat sekitar.        

4.2.5. 

Ketersediaan 
laporan/dokumen terkait 
pelaksanaan tanggung jawab 
sosial pemegang izin 
termasuk ganti rugi. 

D SEDANG PT Panambangan memiliki laporan/dokumen 
terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial 
kepada masyarakat namun tidak lengkap, 
dimana bukti pelaksanaan kegiatan PMDH 
belum seluruhnya dapat ditunjukkan. 

Kesimpulan Indikator 4.2.   22/30 = 73,33% (SEDANG) 

3. Indikator No. 4.3  : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat 
yang adil antar para pihak. 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.3.1. 

Ketersediaan data dan 
informasi masyarakat hukum 
adat dan/atau masyarakat 
setempat yang terlibat, 
tergantung, terpengaruh oleh 
aktivitas pengelolaan SDH 

 

D SEDANG 

 

PT. PNBG  memiliki sebagian data dan 
informasi masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat yang terlibat, 
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 
pengelolaan SDH yang tertuang dalam 
dokumen : 

1. Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan 
HPH PT Panambangan  

2. RKUPHHK HA PT PNBG periode tahun 
2013-2022 

3. Berita Acara Serah Terima Bantuan 
Kompensasi Kayu Bulat PT PNBG Tahun 
2014 - 2018 kepada masyarakat Desa 
Tepian Langsat dan Keraitan 

4. Berita Acara Serah Terima antara PT 
PNBG dengan Karang Taruna “Karya 
Bhakti” dan Kelompok Tani “Karangan 
Bermartabat” Desa Karangan Dalam 

5. Berita Acara Penyerahan bantuan Dana 
Kompensasi Kayu Bulat PT PNBG 
kepada Masyarakat Desa Karangan 
Dalam dan Karangan Hilir 

6. Daftar Tenaga Kerja Lokal (rata-rata ada 3 
orang karyawan lokal dari 85 karyawan 
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PT  PNBG), Karyawan PT PNBG yang 
berasal dari lokal (Kabupaten Kutim) 
sangat sedikit dikarenakan kegiatan 
operasional PT PNBG cukup jauh dari 
desa mereka dan masyarakat sekitar 
banyak yang bekerja di Perusahaan 
Sawit yang ada di sekitar desa mereka. 

Hasil telaahan terhadap dokumen PT PNBG 
yang ada masih belum cukup memberikan 
informasi yang lengkap terkait data dan 
informasi masyarakat yang terlibat, 
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas PT 
PNBG.  

4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 
peningkatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat 

D SEDANG 

 

PT.  PNBG   memiliki mekanisme terkait  
peningkatan peran serta dan aktivitas 
ekonomi masyarakat   dituangkan dalam : 

1. Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa 
Sekitar Hutan/PMDH   

2. SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan   
3. SPO  Akses Masyarakat Terhadap Hutan   
4. SPO Pembayaran Dana Kompensasi   
5. SPO Penyuluhan dan Sosialisasi  
6. SpO Pembuatan Perjanjian dan 

Kesepakatan dengan Masyarakat   

Hasil telaahan terhadap SOP yang dimiliki 
oleh PT PNBG, dapat disimpulkan bahwa 
SOP yang ada masih belum sesuai dan 
belum lengkap terkait  peningkatan peran 
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.    

4.3.3. 

Keberadaan dokumen 
rencana pemegang izin 
mengenai kegiatan 
peningkatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi masyarakat 

 

CD SEDANG PT. PNBG  memiliki dokumen rencana 
pemegang izin terkait kegiatan peningkatan 
peran serta dan aktivitas ekonomi 
masyarakat,  tertuang dalam Dokumen 
RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013 – 2022, 
RKTUPHHK-HA Tahun 2013 - 2017 dan RO 
PMDH tahun 2014 – 2017 (RO PMDH tahun 
2013 tidak tersedia).   

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen 
Program/rencana Kegiatan Kelola 
Sosial/PMDH PT PNBG yang ada dalam 
dokumen RKUPHHK-HA telah diuraikan 
secara lengkap, akan tetapi dalam dokumen 
RKTUPHHK-HA dan Rencana Operasional 
(RO) PMDH hanya sebagian saja yang 
diimplementasikan. 

4.3.4. 

Implementasi kegiatan 
peningkatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan atau 
masyarakat setempat oleh 
pemegang izin yang tepat 
sasaran 

D SEDANG PT PNBG memiliki  sebagian bukti terkait 
implementasi  kegiatan peningkatan peran 
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan atau masyarakat setempat 
oleh pemegang izin yang tepat sasaran yang 
tertuang dalam Laporan PMDH Tahun 2013 – 
2017 (dengan rata-rata 87,44 %), Penyerapan 
tenaga kerja lokal (Kabupaten Kutim) sebesar 
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5 % (sangat sedikit), dikarenakan kegiatan 
operasional PT PNBG cukup jauh dari desa 
mereka dan masyarakat sekitar banyak yang 
bekerja di Perusahaan Sawit yang ada di 
sekitar desa mereka, serta Pembayaran  
Dana Kompensasi PT PNBG kepada 
masyarakat sekitar sesuai dengan 
peraturan/hasil kesepakatan. 

Dengan demikian nilai pendekatan kegiatan 
peningkatan peran serta dan aktivitas 
ekonomi masyarakat  sebesar oleh PT PNBG 
sebesar : 

 87,44 % + 5 % = (92,44)/2 % = 46,22 % (< 
50%) 

4.3.5. 

Keberadaan 
dokumen/laporan mengenai 
pelaksanaan distribusi 
manfaat kepada para pihak 

 

D SEDANG PT. PNBG memiliki sebagian 
dokumen/laporan mengenai pelaksanaan 
distribusi manfaat kepada para pihak 
(karyawan dan masyarakat) yang tertuang 
dalam Rekap Laporan PMDH tahun 2013 - 
2017, Rekap  Gaji Karyawan PT. PNBG  
tahun 2013 – 2017 dan Rekap Pembayaran  
Bantuan Dana Kompensasi tahun  2014 - 
2018 kepada masyarakat sekitar areal.   

Hasil telaahan terhadap dokumen/laporan 
yang ada, PT PNBG memiliki sebagian 
dokumen terkait dengan distribusi manfaat 
kepada para pihak 

Kesimpulan Indikator 4.3.   18/27 = 66,67% (SEDANG) 

4. Indikator No. 4.4  : Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal. 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.4.1. 

Tersedianya mekanisme 
resolusi konflik 

 

D BAIK 

 

PT PNBG  memiliki mekanisme resolusi 
konflik yang  legal, lengkap dan jelas 
tertuang dalam Prosedur Penyelesaian 
Konflik (No. PNB-41 Rev.0) tanggal 10 Maret 
2004  dan SO Resolusi Konflik (No. SO-4-04 
Rev.1) tanggal 4 Mei 2015 dibuat oleh Ir. 
Nunuk W, diperiksa oleh Ir. Firmansyah dan 
disetujui oleh Drs. Praptono. HT. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
petugas kelola sosial dan informasi dari 
masyarakat sekitar, PT PNBG dalam 
menyelesaikan kasus atau konflik dengan 
masyarakat sekitar selalu melibatkan tokoh-
tokoh masyarakat dan aparat setempat serta 
diselesaikan dengan musyawarah mufakat 
dan dibuat  berita acara kesepakatan. 

4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

 

D SEDANG 

 

Berdasarkan informasi dari masyarakat desa 
Tepian Langsat pada acara Konsultasi Publik 
dan Hasil wawancara dengan wakil 
masyarakat desa Tepian Langsat dan desa 
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Keraitan, bahwa selama periode 5 tahun 
terakhir (tahun 2013 – 2017) pada areal PT 
PNBG tidak pernah terjadi konflik dengan 
masyarakat sekitar. 

Berdasarkan Peta Lokasi Binaan Sebaran 
Desa Kec. Bengalon PT PNBG skala 1 : 
500.000 bahwa areal PT PNBG sebagian 
besar (± 80 %) masuk wilayah administrasi 
desa Tepian Langsat. 

Hasil telaahan terhadap Peta Lokasi Potensi 
Konflik PT PNBG skala 1 : 250.000, Potensi 
konflik yang timbul di areal PT PNBG adalah 
pemakaian jalan logging (koridor) oleh 
sebagian masyarakat dari desa Karangan 
(berburu atau aktivitas lainnya), ada 
kekawatiran dari perusahaan terjadi hal-hal 
tidak diinginkan yang dapat menimbulkan 
konflik. 

PT PNBG belum memiliki dokumen 
pemetaan konflik yang mengacu pada 
Perdirjen PHPL No. 
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang 
Pedoman Pemetaan Potensi  dan Resolusi 
Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam 
Hutan Produksi. 

4.4.3. 

Adanya kelembagaan resolusi 
konflik yang didukung oleh 
para pihak. 

D SEDANG 

 

PT PNBG memiliki Struktur Organisasi 
Resolusi Konflik berdasarkan SK Dirut PT 
PNBG Nomor : 03/PNB/SKPHPL/VII/2016 
tanggal 18 Juli 2016, namun tidak dilengkapi 
dengan Job Description masing-masing 
petugas. Dalam Struktur Organisasi  tersebut 
Pimpinan tertinggi Resolusi Konflik di tingkat 
base camp dirangkap oleh Manager Camp 
dengan mengikutsertakan Kepala Desa dan 
BPD dalam menyelesaikan konflik, selama 5 
tahun terakhir PT PNBG belum menyiapkan 
Rencana Anggaran Dana secara khusus 
untuk penyelesaian konflik yang mungkin 
timbul. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan  
Petugas Kelola Sosial PT PNBG, selama ini 
apabila terdapat permasalahan atau konflik 
dengan masyarakat sekitar, dalam 
menyelesaikan konflik yang ada di arealnya 
diselesaikan dengan musyawarah dan 
kekeluargaan dengan mengikutsertakan 
Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat.  

4.4.4. 

Ketersediaan dokumen proses 
penyelesaian konflik yang 
pernah terjadi 

D SEDANG Selama periode 5 tahun terakhir (tahun 2013 
– 2017), di areal PT PNBG berdasarkan 
informasi dari Wakil Masyarakat yang hadir 
pada acara Konsultasi Publik dan hasil 
wawancara dengan Wakil Masyarakat Desa 
Tepian Langsat dan Desa Keraitan diperoleh 
informasi bahwa selama 5 tahun terakhir 
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tidak terdapat permasalahan atau konflik 
antara pihak Perusahaan PT PNBG dengan 
masyarakat sekitar dan hubungan sampai 
saat ini masih kondusif.  

Berdasarkan Laporan Resolusi Konflik PT 
PNBG bulan Maret 2018 tertulis Konflik NIHIL 
(tidak terdapat konflik). 

PT PNBG  memiliki sebagian dokumen terkait 
dengan verifier ini. 

Kesimpulan Indikator 4.4.   18/24 = 75,00% (SEDANG) 

 

5. Indikator No. 4.5  : Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan 

tenaga kerja. 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.5.1. 

Adanya hubungan industrial. 

D SEDANG PT PNBG telah merealisasikan hubungan 
industrial dengan Karyawannya yang 
dibuktikan dengan adanya Peraturan 
Perusahaan Tahun 2017 - 2019, yang telah 
disahkan oleh Kepala Disnakertrans Provinsi 
DKI Jakarta Nomor 1514 Tahun 2017 tanggal 
21 Juli 2017 dengan masa berlaku 2 tahun 
(sampai 20 Juli 2019) dan telah 
disosialisasikan pada tanggal 20 Maret 2017 
(dilengkapi daftar hadir peserta 12 orang). 

Dilingkungan PT PNBG belum terbentuk 
Serikat Pekerja namun pihak Manajemen PT 
PNBG telah memberi kebebasan kepada 
karyawannya untuk membentuk Serikat 
Pekerja sesuai Surat Dirut PT PNBG Nomor : 
02/III/Adm/12c/2007 tanggal 10 Maret 2007 
tentang Pembentukan Serikat Pekerja PT 
PNBG. Berdasarkan telaahan terhadap 
dokumen dan hasil wawancara dengan 
beberapa karyawan PT PNBG   diperoleh 
informasi bahwa sebagian karyawan  
mengetahui dan memahami isi dari Peraturan 
Perusahaan dan Unit Manajemen PT 
PNBGbaru merealisasikan   
sebagianhubungan industrial kepada 
karyawannya. 

4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 
pengembangan kompetensi 
tenaga kerja. 

 

D SEDANG 

 

PT PNBG telah merealisasikan 
pengembangan kompetensi karyawannya 
melalui program Diklat dan  pada tahun 2013 
– 2017 sebagai berikut : 
 

Tahun Rencana Realisasi % 

2013 18 7 38,89 

2014 16 8 50,00 

2015 14 8 57,14 
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2016 14 16 114,28 

2017 14 11 78,57 

Rata- rata 67,78 

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa 
PT PNBG telah melakukan peningkatan 
kompetensi karyawannya dengan rata-rata 
pencapaian sebesar 67,78 %, akan tetapi 
jenis pelatihan yang terealisasi hanya Diklat 
Ganis PHPL dan Penyegaran Penilaian Kerja 
(Ganis PHPL) yang diadakan oleh instansi 
terkait sedangkan untuk jenis pelatihan 
lainnya masih sedikit. 
Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT 
PNBG memiliki  6 orang Ganis PHPL dengan 
rincian Canhut = 2 orang, Binhut = 1 orang, 
PKB-R = 3 orang,   berdasarkan Perdirjen 
PHPL P.16 tahun 2015 PT PNBG masih 
terdapat kekurangan sebanyak 4 orang 
Ganis PHPL yaitu Ganis Binhut =1 orang 
(saat ini masih ikut Diklat), Kurpet =1 orang 
dan Nenhut = 2 orang.  
PT PNBG telah merealisasikan sebagian 
rencana pengembangan kompetensi 
karyawan-nya, akan tetapi masih terdapat 
kekurangan dalam pemenuhan Tenaga 
Teknis (GANIS) PHPL nya.   

4.5.3. 

Dokumen standar jenjang karir 
dan implementasinya 

 

D SEDANG 

 

PT PNBG  memiliki mekanisme terkait 
standar jenjang karir yang dituangkan dalam 
SO Perencanaan Tenaga Kerja  dan SO 
Penilaian Karyawan. 

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen PT 
PNBG selama periode 5 tahun terakhir (2013 
– 2017),   terkait peningkatan jenjang karir 
terhadap Karyawan PT PNBG baru 
mengimplementasikan terhadap 1 (satu) 
orang karyawannya sesuai SK Kepala 
Perwakilan Nomor : 01/X/SK/2015 tanggal 1 
september 2015 tentang Pengangkatan 
Karyawan PT PNBG an. M. Supriyono 
menjadi Karyawan Tetap.  

PT PNBG  memiliki mekanisme terkait 
standar jenjang karir namun baru sebagian 
yang telah diimplementasikan. 

4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 
kesejahteraan karyawan dan 
implementasinya. 

 

D SEDANG 

 

PT PNBG memiliki dokumen terkait 
tunjangan kesejahteraan karyawan  tertuang 
dalam  Peraturan Perusahaan PT PNBG 
Periode 2017 -2019 Bab V – VI (Pasal  25 – 
34), serta telah mengimplementasikan 
peraturan perundangan Ketenagakerjaan 
yang berlaku seperti Gaji Karyawan diatas 
UMK Kabupaten dan pembayaran lancar 
setiap bulannya, Karyawan diikutsertakan 
dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan 
dibuktikan dengan Kepemilikan kartu peserta  
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BPJS, sedangkan di bidang Kesehatan 
Karyawan mendapat penggantian uang 
berobat sesuai plafon yang ada dalam 
Peraturan Perusahaan.  

Berdasarkan hasil observasi lapangan 
terhadap fasilitas kesejahteraan karyawan 
yang ada di Base Camp KM 0 dan KM 86, 
ditemukan fasilitas karyawan yang ada masih 
kurang memadai/layak terutama fasilitas 
yang ada di Base Camp 86 dan hasil 
wawancara dengan beberapa karyawan PT 
PNBG    diperoleh informasi bahwa 
Perusahaan PT PNBG   baru sebagian 
mengimplementasikan  terkait dengan 
tunjangan kesejahteraan karyawan.   

Kesimpulan Indikator 4.5.   16/24 = 66,67% (SEDANG) 

E. VLK HUTAN 

PRINSIP 1  :  Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak 

Pengelolaan 

Indikator 1.1.1. :  Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada 
dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1.a. 

Dokumen legal terkait perizinan usaha 
(SKIUPHHK) 

Memenuhi Terdapat Dokumen legalitas berupa SK IUPHHK-
HA yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan 
Republik Indonesia. Dokumen SK IUPHHK-HAPT 
Panambangan  Nomor : 411/Menhut-II/2004 
tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perpanjangan 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada 
Hutan Alam kepada PT Panambangan atas Areal 
Hutan Produksi seluas ± 43.240 Ha (Empat Puluh 
Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh) Hektar yang 
Terletak di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi 
Kalimantan Timur. Dokumen SK IUPHHK-
HAtersebut dilampiri peta lampiran SK IUPHHK-
HASkala 1 : 50.000.  

Selain itu dokumen legal perusahaan yang lain 
seperti Akte Perusahaan (dan perubahan terakhir), 
SIUP, TDP, NPWP 

Susunan Pengurus berdasar akte terakhir : 

 Komut      :  H. Harijadi Budisantoso Sukamdani 

 Wk Komut  :  Retno Rosati Hoediono Kadarisman   

 Komisaris    : Hermawan Budi T. 

 Direktur Utama : Ratri W. Sryantoro 
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 Direktur            : Nunuk Wisnuardi 

Direktur             : Sugiri 

- Terdapat copy Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP) Menengah Nomor : 318/24.1PM.1/31.74/-
1.824.27/e/2016 tanggal 19 April 2016 yang 
berlaku s/d 13 April 2021 

- Terdapat copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
Nomor : 09.03.1.46.00145 tanggal 23 Oktober 
2015 yang berlaku s/d 15 Nopember 2020 

- Terdapat copy Surat Keterangan Domisili 
Perusahaan atas nama PT Panambangan  
Nomor : 10/27.1BU.1/31.74.03.1005/-071.562/ 
e/2017 tanggal 12 Januari 2017 yang berlaku s/d 
12 januari 2022 

- Terdapat copy kartu NPWP Nomor : 
01.309.742.3-014.000 atas nama PT 
PANAMBANGAN 

1.1.1.b.  

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(IIUPHHK). 

Memenuhi - Terdapat Dokumen SPP IIUPHHK-HA diterbitkan 
oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi 
Kehutanan Nomor: S.988/VI-BIKPHH/2004 
tanggal 22 Nopember 2004 sebesar Rp 
1.621.500.000,- 

- Terdapat Bukti setor IIUPHHK-HA yang 
dilakukan oleh PT Panambangan  via Bank 
Mandiri kantor ke rekening Bendaharawan 
Penerima Setoran IIUPHHK secara bertahap 
dengan Jumlah total Pembayaran terhadap SPP 
IIUPHHK-HA PT Panambangan Nomor: 
S.988/VI-BIKPHH/2004 tanggal 22 Nopember 
2004 sebesar Rp. 1.621.500.000,- (Lunas) 

1.1.1.c 

Penggunaan kawasan yang sah di luar 
kegiatan IUPHHK (jika ada) 

 

Not 
Applicable 

Bahwa berdasarkan atas informasi Bapak Ir. Aini 
Effendi tidak terdapat kegiatan ijin lain yang sah di 
dalam areal kerja PT Panambangan. Sehingga 
untuk verifier 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang 
sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada) hasilnya 
adalah tidak dapat diterapkan not applicable (N/A). 

 

PRINSIP 2 :  Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1. :  RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan 
Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1.a.  

Dokumen RKUPHHK/RPKH, 
RKT/Bagan Kerja/RTT beserta 
lampirannya yang telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang, meliputi : 

Memenuhi - Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT 
Panambangan  jangka waktu sepuluh (10) tahun 
periode tahun 2013 s/d 2022 yang telah disusun 
berbasis pada hsil Inventarisasi Hutan 
Menyeluruh Berkala (IHMB). Dokumen ini telah 
mendapatkan pengesahan dari Menteri 
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a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & 
lampirannya yang disusun 
berdasarkan IHMB/risalah hutan 
dan dilaksanakan oleh Ganis 
PHPL Timber Cruising dan/atau 
Canhut. 

b) Dokumen RKT/RTT yang disusun 
berdasarkan RKU/RPKH dan 
disahkan oleh pejabat yang 
berwenang atau yang disahkan 
secara self approval. 

c) Peta rencana penataan areal kerja 
yang dibuat oleh Ganis PHPL 
Canhut. 

Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.93/BUHA-
2/2012 tanggal 21 Desember 2012. 

- Dokumen dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 
: 50.000 sebagai lampiran yang tidak 
terpisahkan. 

- Dalam dokumen RKUPHHK-HA PT 
Panambangan  disebutkan rencana 
penebangan berbasis IHMB Pada Hutan 
Produksi Periode Tahun 2013- 2023 adalah 
sebagai berikut : 

 Etat Luas maksimum ± 682 Ha/tahun; 

 Etat Volume maksimum ± 37.829 m3/tahun; 

 Limit diameter tebang 50 cm keatas untuk 
areal Hutan Produksi Terbatas. 

- Terdapat Dokumen RKTUPHHK-HA atas nama 
PT Panambangan Tahun 2017 dan telah 
mendapat persetujuan dari Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai 
dengan SK Nomor : 
522.110.1/170/Kpts/RKT/DK-III/2016 tanggal 29 
Desember 2016 dan berlaku sampai dengan 31 
Desember 2017.  Dokumen Buku RKTUPHHK-
HA tahun 2017 dilengkapi dengan lampiran Peta 
Areal Kerja skala 1 : 50.000 yang telah disahkan 
dengan distempel pada masing-masing rencana 
blok tebangan. 

Adapun target tebangan yang diijinkan sesuai 
dengan SK RKT 2017 Nomor : 
522.110.1/170/Kpts/RKT/DK-III/2016 tanggal 29 
Desember 2016 dapat disampaikan sebagai 
berikut : 

No. No. Petak 

Target Tebangan tahunan 

Luas (Ha) Pohon (N) 
Volume 

(M3) 

1. P.21 100 1.177 5.933 

2. P.22 100 1.254 6.443 

3. P.23 100 1.236 6.285 

4. P.24 100 1.206 6.072 

5. P.25 100 1.480 7.495 

6. P.26 100 1.399 7.171 

JUMLAH  : 600 7.752 3.9399 

- Terdapat Dokumen RKTUPHHK-HA atas nama 
PT Panambangan Tahun 2018 dan telah 
mendapat persetujuan dari Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai 
dengan SK Nomor : 522.110.1/59/Kpts/RKT/DK-
II/2018 tanggal 28 Pebruary 2018 dan berlaku 
sampai dengan 31 Desember 2018.  Dokumen 
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Buku RKTUPHHK-HA tahun 2017 dilengkapi 
dengan lampiran Peta Areal Kerja skala 1 : 
50.000 yang telah disahkan dengan distempel 
pada masing-masing rencana blok tebangan. 

- Terdapat 2 (dua) orang tenaga Ganis PHPL-
CANHUT yang telah dimiliki oleh IUPHHK-HA PT 
Panambangan sebagai berikut : 

 Ir. Firmansyah, sebagai Ganis PHPL-
CANHUT. Penetapan sebagai Ganis dari 
Dirjen BUK, berdasar ketetapan Kepala 
BP2HP Wilayah XIII Samarinda No. SK. 
241/BP2HP.XIII-2/2015 dengan Nomor 
Register Ganis No.00757-
13/CANHUT/XX/2012 yang berlaku mulai 
tanggal 12 Juli 2015 s/d tgl. 11  Juli 2018; 

 Ir. Nunuk Wisnuardi, sebagai Ganis PHPL-
CANHUT. Penetapan sebagai Ganis dari 
Dirjen BUK, berdasar ketetapan Kepala 
BP2HP Wilayah XIII Samarinda No. SK. 
243/BP2HP.XIII-2/2015 dengan Nomor 
Register Ganis No.00792-
13/CANHUT/XX/2012 yang berlaku mulai 
tanggal 23  Juli 2015 s/d tgl. 22  Juli 2018. 

 

2.1.1.b.  

Peta areal yang tidak boleh ditebang 
pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti 
implementasinya di lapangan 

 

Memenuhi - PT Panambangan  telah memiliki peta lampiran 
RKTUPHHK-HA Tahun 2017 skala 1:50.000 yang 
memuat areal tidak boleh ditebang/kawasan 
lindung. Peta dibuat oleh Nunuk Wisnuardi, 
Ganis PHPL-Canhut Noreg. 00792-
13/CANHUT/XX/2012, diiperiksa oleh M. Aini 
Effendi selaku Kepala Kantor, diketahui oleh 
Direktur Utama PT Panambangan; Drs. Praptono 
H. Tjitrohupojo. Penegsahan dilakukan oleh 
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Timur; Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP. NIP. 
19610224 198901 1 002. Terdapat tanda tangan 
dan cap stempel basah. 

- Terdapat Surat keputusan Direktur Utama PT 
Panambangan Nomor : 05/Kpts-
DIRUT/PNB/2014 tanggal 1 April 2014 Tentang 
Penetapan Kawasan Lindung di areal IUPHHK 
PT Panambangan. Surat Keputusan di tanda 
tangani oeleh Direktur Utama PT Panambangan; 
Ir. Praptono H. Tjotrohupojo. 

Adapun rincian areal yang ditetapkan sebagai 
kawasan lindung yaitu : 

 Buffer Zone Hutan Lindung seluas 1.876 
Ha; 

 Sempadan Sungai seluas 1.245 Ha; 

 Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah seluas 
380 Ha. 
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- Hasil verifikasi lapangan diperoleh bukti 
pengelolaan areal yang tidak boleh ditebang 
antara lain : 

 Areal Bufferzone Hutan Lindung (dilakukan 
Auditor Ekologi) 

 Areal Kebun Benih pada titik koordinat N. 
010 04’ 31,2” dan E. 1170 22’ 24,6” terdapat 
patok dan plang Kebun Benih. 

 Areal sempadan Sungai Km. 86 pada titik 
koordinatN. 01003’ 39,0” dan E. 117022’ 
38,3” terdapat patok dan plang sempadan 
sungai. 

 Areal sempadan Sungai Pasir Putih pada 
titik koordinat N. 010 01’ 19,4” dan E. 1170 
20’ 51,1” terdapat patok dan plang 
sempadan sungai. 

2.1.1.c.  

Penandaan lokasi blok tebangan/blok 
RKT/petak RTT yang jelas di peta dan 
terbukti di lapangan 

Memenuhi - Bahwa terdapat Lampiran Peta Dokumen 
RKTUPHHK-HA PT Panambangan Tahun 2017 
dengan judul “Peta Rencana Kerja Tahunan 
Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu dalam 
Hutan Alam pada Hutan Produksi Tahun 2017 
PT Panambangan” Luas ± 43.240 Ha Skala 1 : 
50.000.   

 
- Terdapat blok/petak tebangan pada peta 

lampiran RKTUPHHK-HA tahun 2017 yang 
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur dengan Cap Stempel pada 
peta dan posisi blok/petak tebangan benar dan 
terbukti di lapangan. 

- Hasil verifikasi lapangan perihal penandaan 
dilapangan dapat dibuktikan pada titik koordinat 
N. 01o 00’ 14,0” dan E. 117o 19’ 10,1”. 
Penandaan batas Blok menggunakan cat warna 
kuning dan penandaan batas petak 
menggunakan cat warna merah.  Terdapat plang 
papan nama kegiatan RKT. 

Indikator 2.2.1. :  Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1.a.  

Dokumen Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(RKUPHHK) (bisa dalam proses) 
dengan lampiran-lampirannya 

Memenuhi - Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT 
Panambangan  jangka waktu sepuluh (10) tahun 
periode tahun 2013 s/d 2022 yang telah disusun 
berbasis pada hsil Inventarisasi Hutan 
Menyeluruh Berkala (IHMB). Dokumen ini telah 
mendapatkan pengesahan dari Menteri 
Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.93/BUHA-
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2/2012 tanggal 21 Desember 2012. 
- Dokumen dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 

: 50.000 sebagai lampiran yang tidak 
terpisahkan. 

- Dalam dokumen RKUPHHK-HA PT 
Panambangan  disebutkan rencana 
penebangan berbasis IHMB Pada Hutan 
Produksi Periode Tahun 2013- 2023 adalah 
sebagai berikut : 

 Etat Luas maksimum ± 682 Ha/tahun; 

 Etat Volume maksimum ± 37.829 m3/tahun; 

 Limit diameter tebang 50 cm keatas untuk 
areal Hutan Produksi Terbatas. 

2.2.1.b. 

Kesesuaian lokasi dan volume peman-
faatan kayu hutan alam pada areal 
penyiapan lahan yang diizinkan untuk 
pembangunan hutan tanaman industri. 

 

Not 
Applicable 

Bahwa berdasarkan SK Menhut Nomor. 
SK.411/Menhut-II/2004 tgl. 24 Oktober 2004, PT 
Panambangan merupakan pemegang IUPHHK 
dalam hutan alam dan tidak melakukan kegiatan 
penyiapan lahan untuk pembangunan hutan 
tanaman industri. 

PRINSIP 3 :  Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat 

Indikator 3.1.1. :  Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang 
dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1. 

Dokumen LHP yang telah disahkan 

oleh pejabat yang berwenang 

Memenuhi - Terdapat 4 personil Ganis PKB yang telah 
ditetapkan yaitu : 
1. Ir. Firmansyah, PKB - R  

No. SK. 532/BPHP.XI-3/2016 Noreg.01192-
13/PKB-R/XX/2013, Penerbit SKSHHK; No SK. 
02/KPTS/PNB/SK/I/2017 

2. M. Aini Effendi, PKB - R  

No. SK. 650/BPHP.XI-3/2016 Noreg.01346-
13/PKB-R/XX/2013 11  Okt.  2016 Penerbit 
SKSHHK; No SK. 01/KPTS/PNB/SK/I/2017 

3. Joko Wijono. SE. PKB – R  

No. SK. 664/BPHP.XI-3/2016 Noreg.01347-
13/PKB-R/XX/2013 sebagai P3KB; No SK. 
04/KPTS/PNB/SK/I/2017 

4. M. Iskandarsyah, PKB – R  

No. SK. 242/BP2HP.XIII-2/2015 Noreg.00758-
13/PKB-R/XX/2012sebagai P2LHP; No SK. 
03/KPTS/PNB/SK/I/2017 

- PT Panambangan  telah melakukan 
penatausahaan kayu menggunakan system 
SIPUHH Online dan terdapat sarana dan 
prasarana untuk kegiatan penatausahaan kayu 
tersebut. 

- Selama periode Audit, yaitu bulan Mei 2017 s/d 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 55 dari 67 
 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

April 2018, berlandaskan pada RKTUPHHK-HA 
tahun 2017 PT Panambangan  telah 
menerbitkan LHP sebanyak  24 set dengan total 
LHP sebesar 6.111 Btg untuk volume 34.429,40 
M3 diterbitkan pada bulan Mei, Juli, September, 
Nopember dan Desember 2017. 

- Seluruh dokumen LHP telah diterbitkan oleh 
petugas yang sah yang telah mendapatkan 
penetapan dari Direktur PT Panambangan atas 
nama M. Iskandarsyah, Ganis PKB-R dengan 
Nomor Register : 00758-13/PKB-R/XX/2012 tgl.  
12  Juli 2015 s/d tgl. 11 Juli 2018 dan telah 
mendapatkan penetapan sebagai P2LHP 
berdasar SK Direktur No SK. 
03/KPTS/PNB/SK/I/2017. 

Uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPK Antara 
Km.0 Karangan pada koordinat N. 010 21’ 20,9” 
dan E. 1170 41’ 36,6” dengan mengambil jumlah 
sampling sebanyak ± 10% dari total batang yang 
tersisa atau sekitar 130 batang.  Hasil uji petik 
terhadap batang dengan data produksi 
mendapatkan kesesuaian jenis kayu maupun 
jumlah batang kayu. Selanjutnya untuk hasil 
pengukuran volume terdapat selisih volume namun 
masih dalam batas toleransi. Hasil uji petik 
pengukuran volume mendapatkan nilai perbedaan 
volume pengukuran  sebesar 1,8 %. Sehingga hasil 
uji petik dapat diterima. 

Indikator 3.1.2. :  Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan 

surat keterangan sahnya hasil hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.2. 

Surat Keterangan sahnya hasil hutan 
dan lampirannya dari : 

a) TPK Hutan ke TPK Antara 
b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau 

penampung kayu terdaftar 
c) TPK Antara ke industry primer hasil 

hutan dan/atau penampung kayu 
terdaftar 

Memenuhi - Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas 
Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 
522.204/982/DK-V/IV/2015 tanggal 8 april 2015 
tentang Perubahan Penetapan dan Penggunaan 
Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara an. PT 
Panambangan. Keputusan ini disebutkan 
berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 
tanggal 31 Desember 2018. 

- Terdapat Surat Keputusan Nomor: 
012/KPTS/PNB/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 
tentang Penetapan dan Penggunaan Tempat 
Pengumpulan Kayu Sementara (TPn) dan 
Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan pada 
IUPHHK-HA PT Panambangan. SK TPn dan TPK 
ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 
2018. Surat Keputusan ditanda tangani oleh 
Direktur Utama PT Panambangan; Drs. Praptono 
H. Tjitrohupojo 
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VERIFIER 
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- Terdapat Surat Keputusan Nomor: 
019/KPTS/PNB/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 
tentang Penetapan dan Penggunaan Tempat 
Pengumpulan Kayu (TPK Antara) Km.0 dan TPK 
Antara Kelolokan pada IUPHHK-HA PT 
Panambangan. SK TPn dan TPK ini berlaku 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. 

- Bahwa selama periode audit sertifikasi awal VLK 
pada sertifikasi PHPL atas nama PT 
Panambangan  dapat diverifikasi telah 
menerbitkan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH 
Online seperti berikut : 
 SKSHHK yang dipergunakan untuk 

pengangkutan kayu log dari TPK Hutan ke 
TPK Antara Km.0 Karangan menggunakan 
logging truk telah diterbitkan sejumlah 716 
set dokumen SKSHHK untuk 5.894 batang 
dengan volume 32.973,24 M3 

 SKSHHK yang dipergunakan untuk 
pengangkutan kayu log dari TPK Antara 
Km.0 (logpond) ke TPK Antara Kelolokan 
yang diangkut menggunakan tongkang dan 
ditarik Tugboat telah diterbitkan sejumlah 
23 set dokumen SKSHHK untuk 4.359 
batang dengan volume 22.832,28 M3 

 SKSHHK yang dipergunakan untuk 
pengangkutan kayu log dari TPK Antara 
Km.0 (logpond) ke Industri yang diangkut 
menggunakan tongkang dan ditarik 
Tugboat telah diterbitkan sejumlah 9 set 
dokumen SKSHHK untuk 1.532 batang 
dengan volume 9.072,74 M3. 

 SKSHHK yang dipergunakan untuk 
pengangkutan kayu log dari TPK Antara 
Kelolokan ke Industri yang diangkut 
menggunakan tongkang dan ditarik 
Tugboat telah diterbitkan sejumlah 14 set 
dokumen SKSHHK untuk 3.847 batang 
dengan volume 19.059,32 M3. 

 Total keseluruhan dokumen SKSHHK yang 
telah dipergunakan untuk pengangkutan 
kayu log oleh PT Panambangan adalah 
sebanyak 762 set dokumen SKSHHK untuk 
15.362 batang log dengan volume 
83.937,58 M3. 

No No DKB 
No 

SKSHHK 

Total 

Batang M3 

1. 
TPK Hutan ke 
TPK Km.0 

716 5,894 32,973.24 

2. 
TPK Km.0 ke 
TPK 
Kelolokan 

23 4,359 22,832.28 
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3. 
TPK Km.0 ke 
Industri 

9 1,532 9,072.74 

4. 
TPK 
Kelolokan ke 
Industri 

14 3,847 19,059.32 

Jumlah 762 15,632 83,937.58 

 

- Penerbitan dokumen SKSHHK sebagai 
dokumen yang menyertai angkutan kayu 
dibuat di TPK Hutan, TPK Antara Km.0 
Logpond dan TPK Antara Kelolokan melalui 
SIPUHH Online dan ditandatangani oleh 
Ganis PKB Penerbit SKSHHK yang telah 
ditunjuk dan ditetapkan oleh Direksi PT 
Panambangan atas nama Ir. Firmansyah 
Noreg. 01192-13/PKB-R/XX/2013 dan M. aini 
Effendi Noreg. 01346-13/PKB-R/XX/2013. 

Indikator 3.1.3. :  Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.3.a.  

Tanda-tanda PUHH/barcode pada 
kayu bulat  dari pemegang IUPHHK-
HA bisa dilacak balak 

Memenuhi - Berdasarkan hasil verifikasi terhadap log kayu 
bulat yang dilakukan di TPK Hutan Km. 80 
maupun di TPK Antara Km.0 Logpond Karangan 
terdapat data atau informasi yang dapat 
diverifikasi yakni adanya penggunaan tanda-
tanda legalitas hasil hutan yang dapat dilihat 
langsung dan dilakukan pengecekan. 
Pemerikasaan tanda-tanda legalitas kayu dapat 
diperiksa mulai dari tunggul bekas tebangan, 
pada Log kayu di TPn, di TPK Hutan Km. 80 
maupun di TPK Antara Km.0 Logpond 
Karangan.   

- Seluruh kayu bulat yang berasal dari areal 
hutan alam (petak tebangan) setelah dilakukan 
penebangan ditarik ke TPn dan dilakukan 
pengukuran serta penomoran batang. 
Selanjutnya hasil dari pengukuran tersebut 
dibuat LHP dengan informasi asal kayu (petak), 
jenis kayu, nomor batang, diameter serta 
volumenya dicatat dan dicantumkan dalam 
LHP. Pada Kayu Bulat (log) terdapat identitas 
berupa label warna putih terbuat dari plastik 
ecolin yang dipasang di bagian bontos. Pada 
label identitas tersebut ditulis Nomor Produksi 
Kayu. Selain itu juga terdapat label Barcode 
yang merupakan hasil print out dari SIPUHH 
Online. 

Data pada label Barcode berisi informasi : 

 Nomor Buku Ukur 
 Nomor Petak 
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 Nomor Batang 
 Jenis Kayu 
 Panjang 
 Diameter Pangkal 
 Diameter Ujung, serta  

 Diameter Rata-rata 

- Hasil verifikasi penelusuran asal kayu telah 
dilakukan dan dapat menemukan adanya label 
penandaan pada setiap tunggak bekas 
penebangan. Label pada tunggak berisi 
informasi antara lain nama perusahaan, RKT 
Tahun, nomor petak, nomor pohon, jenis pohon 
serta diameter pohon yang bersangkutan. 

3.1.3.b. 

Identitas kayu diterapkan secara 
konsisten oleh pemegang izin 

Memenuhi - Pada sistem SIPUHH Online kayu yang 
diproduksi pada IUPHHK-HA, dicatat dalam 
buku ukur untuk penerbitan LHP yang dijadikan 
dasar untuk penerbitan dokumen SKSHHK dan 
penerbitan kode billing pada SI PNBP SIMPONI. 
Produksi kayu tercatat dengan baik dan dapat 
dilakukan penelusuran asal-usul kayu dari 
dokumen SKSHK penjualan industri sampai ke 
tunggul asal kayu di petak tebangan.  

- Pada setiap batang kayu yang diproduksi oleh 
PT Panambangan  ditumpuk di TPn dan TPK 
Hutan pada masing-masing petak tebangan 
dan dibubuhi label barcode warna kuning yang 
berisi identitas nomor kayu yang sudah 
diidentifikasi sesuai dengan data ukur yang 
diapload ke sistem SIPUHH Online. Selanjutnya 
pada saat akan diangkut sopir truk yang datang 
diberikan Surat Angkutan berupa dokumen 
SKSHHK. 

- Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa 
kayu pada dokumen SKSHHK dapat dilacak 
balak sampai ke tunggul di Petak tebangan dan 
diterapkan secara konsisten oleh PT 
Panambangan. 
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Indikator 3.1.4. :  Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan 

kayu ke luar TPK 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.4. 

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil 
Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan 
arsip FAKB dan lampirannya untuk 
hutan tanaman 

 

Memenuhi Bahwa selama periode audit sertifikasi awal VLK 
pada sertifikasi PHPL atas nama PT 
Panambangan  dapat diverifikasi telah 
menerbitkan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH 
Online seperti berikut : 
- SKSHHK yang dipergunakan untuk 

pengangkutan kayu log dari TPK Hutan ke TPK 
Antara Km.0 Karangan menggunakan logging 
truk telah diterbitkan sejumlah 716 set dokumen 
SKSHHK untuk 5.894 batang dengan volume 
32.973,24 M3 

- SKSHHK yang dipergunakan untuk 
pengangkutan kayu log dari TPK Antara Km.0 
(logpond) ke TPK Antara Kelolokan yang 
diangkut menggunakan tongkang dan ditarik 
Tugboat telah diterbitkan sejumlah 23 set 
dokumen SKSHHK untuk 4.359 batang dengan 
volume 22.832,28 M3 

- SKSHHK yang dipergunakan untuk 
pengangkutan kayu log dari TPK Antara Km.0 
(logpond) ke Industri yang diangkut 
menggunakan tongkang dan ditarik Tugboat 
telah diterbitkan sejumlah 9 set dokumen 
SKSHHK untuk 1.532 batang dengan volume 
9.072,74 M3. 

- SKSHHK yang dipergunakan untuk 
pengangkutan kayu log dari TPK Antara 
Kelolokan ke Industri yang diangkut 
menggunakan tongkang dan ditarik Tugboat 
telah diterbitkan sejumlah 14 set dokumen 
SKSHHK untuk 3.847 batang dengan volume 
19.059,32 M3. 

- Total keseluruhan dokumen SKSHHK yang 
telah dipergunakan untuk pengangkutan kayu 
log oleh PT Panambangan adalah sebanyak 
762 set dokumen SKSHHK untuk 15.362 batang 
log dengan volume 83.937,58 M3. 

No No DKB 
No 

SKSHHK 

Total 

Batang M3 

1. 
TPK Hutan ke 
TPK Km.0 

716 5,894 32,973.24 

2. 
TPK Km.0 ke 
TPK Kelolokan 

23 4,359 22,832.28 

3. 
TPK Km.0 ke 
Industri 

9 1,532 9,072.74 

4. 
TPK Kelolokan 
ke Industri 

14 3,847 19,059.32 

Jumlah 762 15,632 83,937.58 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
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Penerbitan dokumen SKSHHK sebagai dokumen 
yang menyertai angkutan kayu dibuat di TPK 
Hutan, TPK Antara Km.0 Logpond dan TPK Antara 
Kelolokan melalui SIPUHH Online dan 
ditandatangani oleh Ganis PKB Penerbit SKSHHK 
yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Direksi PT 
Panambangan atas nama Ir. Firmansyah Noreg. 
01192-13/PKB-R/XX/2013 dan M. aini Effendi 
Noreg. 01346-13/PKB-R/XX/2013. 

Indikator 3.2.1. :  Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) 

dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1.a. 

Dokumen SPP (Surat Perintah 
Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah 
diterbitkan 

Memenuhi SPP PSDH dan kode billing dari tagihan Sistem 
Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(SIPNBP) PSDH PT Panambangan telah diterbitkan 
sesuai dengan LHP untuk volume total LHP 
34.429,40 M3 yang disahkan baik dari kelompok 
jenis, volume dan tarif.  Pada RKT 2017 penerbitan 
SPP SI PNBP untuk PSDH sebesar Rp 
2.562.901.570,00 dan DR sebesar US $ 
562,808.86. 

3.2.1.b. 

Bukti setor DR dan atau PSDH 

Memenuhi Bahwa PT Panambangan telah memiliki Bukti setor 
pembayaran DR dan PSDH dan sudah dibayarkan 
sesuai dengan SPP dan Kode Billing yang 
diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen 
bukti setor baik kelompok jenis, volume, maupun 
tarif telah sesuai 

Atas SPP SI PNBP PSDH dan DR PT 
Panambangan telah melakukan pembayaran 
sesuai kode billing melalui Bank Mandiri sebagai 
berikut : 

- Pembayaran atas SPP PSDH Rp 
2.562.901.570,00 dan  

- Pembayaran atas SPP DR US $ 562,808.86 

3.2.1.c. 

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas 
hutan alam (termasuk hasil kegiatan 
penyiapan lahan untuk pembangunan 
hutan tanaman) dan kesesuaian tarif 
PSDH untuk kayu hutan tanaman. 

Memenuhi Berdasarkan hasil telaah diketahui bahwa 
pembayaran atas DR dan/atau PSDH yang 
dilakukan oleh PT Panambangan  sudah sesuai 
dengan tagihan SPP SI PNBP yang diterbitkan. 

Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa 
besarnya tagihan tersebut telah sesuai dengan tarif 
yang berlaku. Untuk wilayah Kalimantan 
didasarkan atas :  

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas 
jenis penerimaan negara bukan pajak yang 
berlaku pada kementerian kehutanan. 

- Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang 
Penetapan harga patokan hasil hutan untuk 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

perhitungan provisi sumber daya hutan, ganti 
rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan. 

Indikator 3.3.1. :  Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki 

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1.. 

Dokumen PKAPT 

Memenuhi Bahwa PT Panambangan telah memiliki dokumen 
Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 
dengan data sebagai berikut : 

- Nomor PKAPT  : 09.03.1.01023 
- Penanggungjawab  : Drs. Praptono H. 

Tjitrohupojo  
- No Surat  : 475/UPP/PKAPT/ 

Perpanjangan-2/07/2013 
- Penerbit  : Direktur Jenderal 

Perdagangan Dalam 
Negeri  

Dokumen pengakuan PKAPT  atas nama PT 
Panambangan berlaku sampai dengan tanggal 5 
Juli 2018 dan telah ditandatangani oleh a.n. 
Menteri Perdagangan, Koordinator Pelaksana Unit 
Pelayanan Perdagangan; JUNAEDI dan distempel 
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 

Indikator 3.3.2. :  Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal 
yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.2. 

Dokumen yang menunjukkan identitas 
kapal 

Memenuhi Selama Periode Audit terdapat penerbitan 
dokumen SKSHHK dari TPK Antara Km. 0 Logpond 
PT Panambangan  menuju keTPK Antara Kelolokan 
atau langsung menuju Industri dengan cara 
menggunakan Tongkang dan ditarik menggunakan 
tug boat dengan identitas kapal penarik berbendera 
Indonesia. 

1) PT Sumber Mas Indah Plywood, Gresik Jawa 
Timur, dengan TB. Armada Kaltim 06 dan TK. 
Armada Kaltim 2302 berbendera Indonesia. 

2) PT Kayu Merapi Internusa, Gresik Jawa Timur 
dengan TB. Bening II dan TK. Lautan 2301 
berbendera Indonesia 

3) PT Sumber Mas Indah Plywood, Gresik Jawa 
Timur dengan TB. Armada Kaltim 03 dan TK. 
Armada Kaltim 2301berbendera Indonesia 

4) PT Cahaya Samtraco Utama, Loa Buah 
Samarinda dengan TB. Tiga Teratai dan TK. 
Kevin V berbendera Indonesia 
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5) PT Cahaya Samtraco Utama, Loa Buah 
Samarinda dengan TB. Tiga Terata dan TK. 
Kevin II berbendera Indonesia 

6) PT Kayu Merapi Internusa, Gresik Jawa Timur 
dengan TB. Prasetya 10 dan TK. Prasetya 11 
berbendera Indonesia 

Indikator 3.4.1. :  Implementasi Tanda V-Legal. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1. 

Tanda V-Legal yang dibubuhkan 
sesuai ketentuan 

Memenuhi Sesuai dengan verifier 3.4.1. perihalTanda V-Legal 
yang dibubuhkan sesuai ketentuan, IUPHHK-HA PT 
Penambangan  telah memiliki Sertifikat V-Legal dan 
Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang 
dikeluarkan oleh LVLK PT Lamboja Sertifikasi. 
Sertifikat Legalitas Kayu atas nama PT 
Panambangan Nomor LASER/LK-IUPHHK-
HA/2015/08 diterbitkan tanggal 3 juni 2015 dan 
berlaku sampai dengan tanggal 2 Juni 2018. 

Penggunaan Tanda V-legal telah dibubuhkan 
sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu 
serta dokumen SKSHHK yang diterbitkan 
bertuliskan “LASER/LK-IUPHHK-HA/2015/08-
LVLK/015-IDN” 

 

PRINSIP 4 :  Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan 

penebangan 

Indikator 4.1.1. :  Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah 

disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal 

kerjanya. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL/RKL-RPL 

 

Memenuhi PT Panambangan telah menyusun Dokumen 
Laporan Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL). 
Penyusunan Dokumen SEL atas nama PT 
Panambangan dilakukan untuk cakupan areal 
seluas 65.000 Ha berdasarkan SK Mentan No. 
480/Kpts/UM/X/1972 

Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan PT 
Panambangan telah mendapatkan pengesahan 
dan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal 
Departemen Kehutanan dengan Nomor : 
03/DJ.VI/AMDAL/94 tanggal 20 April 1994. 
Pengesahan berupa stempel nomor pengesahan. 
Terdapat Surat Komoso Pusat Amdal Departemen 
Kehutanan Nomor. 03/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 20 
April 1994 Perihal Persetujuan SEL HPH PT 
Panambangan di Propinsi Kalimantan Timur. 
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Indikator 4.1.2. :  Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL 
yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak 
lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.2.a.  

Dokumen RKL dan RPL 

Memenuhi Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan 
Lingkungan (RKL) atas nama  PT Panambangan  
yang telah disusun untuk cakupan areal seluas 
65.000 Ha berdasarkan SK Mentan No. 
480/Kpts/UM/X/1972. Dokumen Rencana 
Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Panambangan 
telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan 
dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan 
dengan Nomor : 246/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 
Desember 1995. Pengesahan berupa stempel 
nomor pengesahan beserta stempel basah 
Departemen Kehutanan. 

Terdapat dokumen Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RPL) atas nama PT Panambangan  
yang telah disusun untuk cakupan areal seluas 
65.000 Ha berdasarkan SK Mentan No. 
480/Kpts/UM/X/1972.  Dokumen Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Panambangan 
telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan 
dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan 
dengan Nomor : 248/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 
Desember 1995. Pengesahan berupa stempel 
nomor pengesahan beserta stempel basah 
Departemen Kehutanan. 

4.1.2.b.  

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan 
pemantauan dampak penting aspek 
fisik-kimia, biologi dan sosial 

Memenuhi - Bahwa PT Panambangan  telah melakukan 
pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai 
dengan Laporan Pelaksanaan RKL- RPL 
Semester I dan Semester II tahun 2017. 

- Laporan telah disampaikan ke Instansi terkait, 
dalam hal ini Badan lingkungan Hidup Provinsi 
Kalimantan Timur.  Surat pengantar ditujukan 
kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan 
dokumen tanda terima yang ada pertanggal 13 
juli 2017 dan tanggal 9 Januari 2018. Terdapat 
tanda bukti penyampaian aporan kepada 
instansi terkait berupa tanda tangan dan cap 
stempel basah instansi dimaksud. 

- Dalam dokumen Laporan Realisasi Pengelolaan 
dan Pemantauan Lingkungan Hidup IUPHHK PT 
Panambangan disebutkan Komponen yang 
dipantau dan dikelola adalah sebagai beikut : 

 Kawasan Lindung 
 Laju Erosi tanah dan Beban Sedimentasi 
 Kelsetarian Jenis Komersil dan Jenis Produksi 
 Kualitas Habitat dan Keanekaragaman/ 

Kelimpahan Jenis Satwa Liar 
 Kesempatan Kerja dan peluang usaha, 

pendapatan masyarakat, komersialisasi 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

pertanian dan persepsi masyarakat terhadap 
IUPHHK 

 Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 

PRINSIP 5 :  Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1. :  Prosedur dan implementasi K3 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.1.1.a.  

Pedoman / prosedur K3 

Memenuhi - Bahwa PT Panambangan telah memiliki 
pedoman/ prosedur terkait K3, yaitu Standar 
Operasi -  Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
dengan Nomor Dokumen : SO-6-05 terbit 
04/05/2015 Revisi : 01.  Dokumen dibuat oleh Ir. 
Nunuk W, diperiksa oleh Camp Manager Ir. 
Firmansyah serta disetujui oleh Direksi; Drs. 
Praptono H. T. 

- PT Panambangan  telah menetapkan personil 
yang bertanggung jawab dalam Implementasi 
K3 melalui Surat Keputusan Direksi 
No.13/III/Adm/12c/2015 tanggal 20 Maret 2015 
tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia 
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(P2K3) PT Panambangan. Surat Keputusan 
ditanda tangani oleh Direktur Operasional PT 
Panambangan; Ir.Luthfi Effendi. 

- Terdapat Surat Keputusan Nomor : 
03/III/Adm/12c/2015 tanggal 30 Maret 2015 
tentang Perubahan Struktur Organisasi Satuan 
Tugas DAMKARHUTLA PT Panambangan. 

5.1.1.b.  

Ketersediaan Peralatan K3 

Memenuhi - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan 
observasi lapangan terkait ketersediaan 
Peralatan K3 pada IUPHHK-HA PT 
Panambangan  pada kegiatan audit Sertifikasi 
Awal dapat disampaikan bahwa telah terdapat 
sarana dan prasarana peralatan K3 yang cukup 
memadai, berfungsi dengan baik dan namun 
dari segi jumlah masih perlu pembenahan 
sesuai perkembangan kegiatan. 

- Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya 
peralatan K3 seperti APAR, Kotak P3K, 
Perlengkapan APD dan peralatan pemadaman 
kebakaran di Base Camp Karangan dan 
Basecamp Km.86 dan peralatan tersebut masih 
berfungsi dengan baik. 

5.1.1.c.  

Catatan Kecelakaan Kerja 

Memenuhi - Bahwa berdasarkan hasil verifikasi mendapatkan 
PT Panambangan  telah membuat atau memiliki 
Catatan Kecelakaan Kerja berupa Laporan 
Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap 
bulan.  Selama periode audit, bulan Mei 2017 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

sampai dengan bulan April 2018 tidak terdapat 
kejadian kecelakaan Kerja yang terjadi atau 
kecelakaan kerja NIHIL. Laporan kecelakaan 
kerja dibuat oleh Ketua K3; Joko Wiyono dan 
diketahui oleh Camp manager; Ir. Firmansyah. 

- Adapun upaya dalam menekan terjadinya 
kecelakaan kerja diantaranya melakukan 
pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan 
utama, pemberian APD dan himbauan untuk 
memakai peralatan APD untuk kegiatan 
lapangan, dan menerapkan sistem komunikasi 
pada setiap kendaraan bergerak untuk saling 
berkomunikasi dan memberitahukan posisinya 
di perjalanan. 

Indikator 5.2.1. :  Kebebasan berserikat bagi pekerja 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.1. 

Serikat pekerja atau kebijakan 
perusahaan (auditee) yang 
membolehkan untuk membentuk atau 
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 

Memenuhi - Didalam lingkungan kerja PT Panambangan 
tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja 
sehingga juga tidak terdapat kepengurusan 
Serikat Pekerja. 

- Namun demikian terdapat  kebijakan 
perusahaan yang membolehkan karyawan untuk 
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat 
pekerja.  

- Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT 
Panambangan Nomor: 02/III/Adm/12c/2007 
tertanggal 10 Maret 2007 tentang Pembentukan 
Serikat Pekerja PT Panambangan. Surat 
Keputusan ditandatangani oleh Drs. Praptono H. 
Tjitrohupojo selaku Direktur Utama PT 
Panambangan. 

Indikator 5.2.2. :  Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan 

Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.2. 

Ketersediaan dokumen KKB atau PP 

Memenuhi - PT Panambangan  telah memiliki dokumen 
Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur 
hubungan kerja antara perusahaan/ pengusaha 
dengan karyawannya (pekerja). Peraturan 
Perusahaan PT Panambangan berlaku untuk 
periode tahun 2017 – tahun 2019. 

- Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT 
Panambangan dibuat dan ditanda tangani oleh 
Pimpinan Perusahaan PT Panambangan; Drs. 
Praptono H. Tjitrohupojo selaku Direktur Utama.   

- Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga 
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Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta 
Nomor :  1514 Tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 
tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT 
Panambangan.   

- Dokumen Peraturan Perusahaan PT 
Panambangan terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 
43 Pasal. 

Indikator 5.2.3. :  Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.3. 

Pekerja yang masih di bawah umur 

Memenuhi - Berdasarkan dokumen daftar tenaga kerja 
periode bulan April 2018 yang dapat diverifikasi 
jumlah karyawan PT Panambangan sebanyak 81 
orang karyawan. Karyawan laki laki sebanyak 78 
orang serta jumlah karyawan Perempuan 
sebanyak 3 orang. Dari daftar tersebut PT 
Panambangan tidak mempekerjakan karyawan 
yang masih dibawah umur atau berumur kurang 
dari 18 tahun.  

- Adapun karyawan termuda pada PT 
Panambangan diketahui atas nama Agung 
Prastiyo, lahir pada tanggal 30 Desember 1995. 
Yang bersangkutan masuk bergabung dengan 
PT Panambangan sejak tanggal 2 Oktober 2014 
sebagai pembantu mekanik. Berdasarkan data 
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang 
bersangkutan pada saat pelaksabnaan audit 
telah berumur 22 tahun 4 bulan dan telah 
berumur 18 tahun 10 bulan pada saat mulai 
bekerja sebagai Pembantu Mekanik pada PT 
Panambangan. 
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